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Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan
sesuai jadwal yang ditentukan.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Renstra Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Tahun 2024-2026
dan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bapenda Tahun 2024. Selanjutnya program,
kegiatan, dan sub kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang dilaksanakan Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan
penerimaan pendapatan daerah.

Semoga Renja Bapenda Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh
aparat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2024 dalam memenuhi target
dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan konstribusi
positif bagi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

o~

DR. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si
Pangkat :Pembina Tk. 1/ IV.b
Nip: 19820306 200012 1 001
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsis, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukann
terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.
Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri dari
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 9Renja)

Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan untu periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan,
sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator
kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Bapenda itu sendiri. Penyusunan
Rancangan awal Renja tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, hasil evaluasi

renja Bapenda tahun lalu, dan hasul evaluasi renja tahun berjalan.

Dengan berpedoman pada Renstra, yang bertujuan untuk menjamin

kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatn, lokasi kegiatan, kelompok
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sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja

dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Tahun lalu dan
hasil evaluasi hasil Renja Tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa
rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam
rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi Pencapaian sasaran

Renstra Bapenda.

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan

tahapan :

o

Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/ lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Persiapan penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2024, meliputi :

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Bapenda tentang pembentukan
tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

b. Orientasi mengenai Renja Bapenda;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Bapenda Provinsi Sulawesi
Selatan;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.
Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 mencakup:

a. Analisis gambaran pelayanan Bapenda;

b. Hasil evaluasi Renja Bapenda tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 disajikan dengan

sistematika:
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1.2.

Pendahuluan;

b. Hasil Evaluasi Renda Bapenda;

. Tujuan dan Sasaran Bapenda;

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda;

Penutup.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan

Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
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10.

11.

12.

13.

14.

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 301)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
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1.3.

1.4.

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

23. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi
Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Menelaah hasil evaluasi Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menelaah tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Provinsi Sulawesi

Selatan.

Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
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penyusunan Rencana Kerja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2024 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB |. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja
Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.
1.3 Sistematika Penulisan
Memuat sistematika Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024.
BAB Il. HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi

Selatan.

e Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun 2023);

e Menjelaskan pencapaian target Renstra Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan realiasasi program, kegiatan dan
subkegiatan pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi
Selatan tahun-tahun sebelumnya;

e Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja
Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu, dan realisasi

Renstar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada
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hasil laporan kinerja tahunan Bapenda Provinsi Sulawesi

Selatan dan/ atau realisasi APBD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan
Menjelaskan isu penting penmyelenggaran tugas dan fungsi
Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi pelayanan,
permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024
Berisi uraian mengenani perbandingan antara Rancangan Awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap
Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program, kegiatan, dan
subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
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Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan
Menjelaskan mengeni faktor-faktor yang menajdi bahan
pertimbangan terhadap rumusann program, kegiatan, dan
subkegiatan, urauan garis besar mengenani rekapitulasi program,
kegiatan, dan subkegiatan, dan penjelasan jika rumusan program,
kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI
SELATAN
BABV. PENUTUP
Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaan

kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
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2.1.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari
suatu perencanaan yang biak yang bermuara pada pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui
suatu evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun lalu
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-
2026 mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi sulawesi
Selatan, serta dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja
Renstra Bapenda ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan
Bapenda dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subb kegiatannya,
mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan
sub kegiatan Renstra Bapenda, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan yang akan
ditempuh, maka harus menggunakan strategi dan cara yang disusun secara
sistematis, jelas, dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumber
daya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dalam
penentuan penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan
rencana kerja (RENJA) dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada
setiap tahun anggaran pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 serta
penyusunan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan jumlah alokasi anggaran dalam APBD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

Gambaran terhadap review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja
tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai sampai dengan bulan

September dapat diliat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:
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BARENDA RJA (RENJA) T 2024
sulsel ‘
Tabel T-C. 29
. . . .
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Bapenda
.
dan Pencapaian RENSTRA Bapenda Tahun 2023
e e .
Provinsi Sulawesi Selatan
TINGKAT TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA S T R i aPaIAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  ion
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d NERIA ROIMD o TARGET KINERJA DAN e DAN ANGGARAN RPJMD sid DA
URUSAN LELESTERARE 2023 (Akhir Periode RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
RKPD TAHUN LALU SKPD YANG DI e,
PEMERINTAH PROGRAMKEGIATAN | SATUA | RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA
REERHIOAN 0G| Gl N (2022) I I EVALUASI (2023) RPUWD s/d
UEECi DAERAH) i NRKPD | PELAKSANAANRKPD) | RPMDsld
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN n-1 %)
ISUBKEGIATAN %)
K Rp. K Rp K Rp. Rp. (DPA) K Rp. K Rp K Rp K Rp kK | Re K Rp. K | e
) ; (RENJA) 5 ) ; : : . 5
_ 14=138" _ 162
1 2 5 6 7 8 10 1 132 9+10+11+12 oo, 15=7+13 PO
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
KEUANGAN
Badan Pendapatan
Daerah
Persentase
keterpenuhan
PROGRAM dokumen
perencanaan, y 5.865.173.2 662.201.6 22108507 | 8463929 26.394.00 100.319.5 103195 o395 | 75 | 13, mses | o | o,
;Eﬁgﬁléilh‘memu penganggaran dan % 100,0 7022 100,0 0,0 100,0 06,22 00,0 20 Y 20 850 250 85,0 50 85,0 0| 03 750 80 | o | 1
pelaporan kinerja
tepat waktu dibidang
pendapatan PAD
Cakupan laporan hasil
Koordinasi dan ,'iZﬁ;‘f.'s"fﬁ'an rencana 3.853.609.2 14526405 | 4450715 11.794.00 39.332.18 4433218 33218 | 75 | 99 @218 | | 1
:inyiiz:;na:;l:‘cana anggaran daerah % 100,0 7,70 100,0 0,0 100,0 37,70 00,0 25,0 0,0 250 50 25,0 50 75,0 50 ] 6 175,0 50 50 s
99 bidang pendapatan
daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA
Penyusunan KUA dan dan PPAS yang Dokum 30 477'580'052 00 36'990653 10 150'022'592 6 348'0006 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | ® 990653 w | 7]
PPAS Disusun en ! ! ! !
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan Perubahan KUA dan Dokum 273.949.42 39.783.50 103.264.425 7.698.700, 39.783.50 14,
KUA dan Perubahan Perubahan PPAS yang | en 30 50 00 0,0 10 : 0 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 | 2| =
PPAS Disusun
Koordnas! Penyusunan | jumiah RKA-SKPD Dokum a0 | 1237725 o0 | 581930 1o | weTesaTas | 2170430 00 00 00 00 00 00 00 w0 | oo oo | 81930 | | e
RKASKPD yang Diverifikasi en ! 88,20 ! 0,0 ! 20 0,0 ! ! ' ' ' ' ' ! ' ' 0,0 ’ 4
Koordinasi Penyusunan Jumlah Perubahan
dan Verifikasi RKA-SKPD yang Efk”’“ 30 | & '837'3“56 00 ”'087653 10 30‘848'3456 22'129608 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 ‘7‘087653 w | 2
Perubahan RKASKPD Diverifikasi ! ! !
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BRPENDA RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIND s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKECTACRITAT RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG Seme REALISAS| TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA ANGGARAN
PROGRAMKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN
DAERAH DAN N (2022) I m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) h 1 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN n-1
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN %)
K Rp. K Rp. K B2 Rp. (OPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kk | Re K Rp K | re
- . (RENJA) . . : . . o .
- 14=13/8* _ 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 B o
Koordinasi Penyusunan
dan Verifikasi DPA Jumlah_DP_A-SKPD Dokum 30 96.017.520, 00 13.786.00 10 36.193.520, 5.458.000, 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13.786.00 00 1346
SKPD yang Diverifikasi en 0 0,0 0 0 0,0
Koordinasi Penyusunan Jumlah Perubahan
dan Verifikasi DPA-SKPD yang Dokum 30 87'974'06526 0,0 26'25%08 10 33‘161'56526 6‘406'2006 00 00 00 00 00 00 0,0 00 | 00 00 26‘250603 0w | %
Perubahan DPASKPD Diverifikasi en g g
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan ‘Ijj“arggn feerﬁ:g;a:PBD
Daerzh tentang APBD dan Peraturan Kepala Dokum 6o | 2590125 00 00 10 | 36705459, | 6037450 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 | oo
dan Peraturan Kepala Daerah tentang en 9,0 0 0,0
Daerah tentang .
Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Periton ApBD Gan | PerbahenAPEDden | o 400,000.00 264890 200000000 | 38.395.10 22.648.90 56
Peraturan Kepala 30 e 00 o 00 e R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 p 0,0 8
Peraturan Kepala Daerah tentang en 0,0 0,0 K 0,0 0,0 6
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan i;rg%baran Perubahan
APBD
Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan Anggara Koordinasi Dokum 30 917.266.48 00 379.654.8 10 345.760.888 276.557.7 00 11.794.00 00 39.332.18 00 44.332.18 00 44.332.18 00 16, 00 423.986.9 00 48,
ren 99ar@N | perencanaan Anggaran | en " 80 " 000 ! | 00,0 " 00 " 50 ! 50 g 50 g 03 g 85,0 " 2
Pendapatan Pendapatan
Predikat Kinerja
Koordinasi dan cakupan hasil
F inasi dan
Akuntansi dan pelaporan bidang % 100,0 2.011.473.9 100,0 0,0 100,0 758.219.168 401.321.4 25,0 14.600.00 25,0 60.987.40 25,0 65.987.40 750 65.987.40 75, 16, 1750 65.987.40 17 32
92,52 ,52 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 44 0,0 50 8
Pelaporan Keuangan pendapatan dengan
Daerah bidang terkait
" Jumlah Laporan
Eonsohdasl Laporan Keuangan SKPD, BLUD
euangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Laporan 360 1.599.481.7 00 00 120 602.919.903 393.416.7 30 14.600.00 00 60.987.40 00 65.987.40 30 65.987.40 25, 16, 30 65.987.40 83 41
dan Laporan Keuangan Pemen’;lah Daerahg P ’ 27,52 ! ’ ! ,52 00,0 ' 00 ! 0,0 ! 0,0 ! 0,0 0 g ! 0,0 3 3
Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
gzg;ﬂgjﬁ‘aga" Jumlah Rancangan
R Peraturan Daerah
ancangan Peraturan Tent
Daerah tentang entang
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD "
Provinsi dan Rancangan Provinsi dan Rancangan Dokum 60 411.992.26 00 80.221.10 20 165.299.265 7.904.700, 0,0 0,0 0,0 00 0,0 00 0,0 00 00 00 80.221.10 00 19,
Peraturan Kepala en 50 0,0 0 0 0,0 41
Peraturan Kepala Daerah tentang
g::jr:galzxang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Palaksansan APED
Pelaksanaan APBD P "
. rovinsi
Provinsi
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2084

! ' RJIA (RENJA) T

TINGKAT
TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA KINERJA REALISASI KINERJA & o
URUSAN/BIDANG PADATAHUNZ01Bsfd | hnLISnSI CAPAIAN TARGET KINERJA DAN AN R oAN A DAN ANGGARAN RPJWD sid DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG REALISAS| TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT RREDITAHUNLAEU DI EVALUASI SKPD YANG DI ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN (2023) ANGGARA TAHUN
DAERAH DAN N (2022) I m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) h 1 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN n-1
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN %)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ! K ‘ Rp. K | Re
- 14=13/8* _ 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 B o
Predikat Kinerja
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentasi 55.677.970. 31.344.75 17.906.726. 18.646.81 566.355.3 3.077.966 5.111.993. 5.111.993. 27, 36.456.74 65,
PENDAPATAN Peningkatan PAD % 50 574,09 00 0.000,0 50 564,00 0.680,0 00 \ 00 01,0 00 154,0 00 1540 | 00 | ‘4 00 3540 | 0 | @
DAERAH
. Cakupan laporan
Kegiatan Pengelolaan o 55.677.970. 17.906.726. 18.646.81 566.355.3 3.077.966 5.111.993. 5.111.993. 75, 27, 5.111.993. 17 91
Pendapatan Daerah P o dasrah 4 1000 574,09 1000 00 1000 564,09 0.680,0 50 2,0 %0 081,0 50 1540 0 150 | o | 4 1750 1540 | 50 | 8
Perencanaan Jumlah Dokumen
Pengelolaan Pajak Rencana Pengelolaan Dokum 120 1 956.622.8 00 00 40 599.115.043 759.438.8 00 27.553;)8 00 56. 067.28(7) 00 68.417.283 00 65.417.285 00 9,? 00 68, 417.283 00 3,3
Daerah Pajak Daerah en ' ' ' ! ) . N .
Analisa dan
Pengembangan Pajak "
Daerah serta JAum‘lahPDpkkurSen Hhasll Dokum 150 654.438?8 00 198.33348 60 290,440.5356 122.982}.3 00 00 00 64423,003 00 12,846603 00 12,846608 00 1405 00 21 1,182.8 00 3227
Penyusunan Kebijakan nalis Pajak Daeral en ’ ’ ’ ’ ' ’ ’ ’
Pajak Daerah
Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan
P P dan Laporan 00 00 00 265.179.5 10 00 82.562.30 00 00 00 1.290.600 00 1 290.6006 00 1 290.6006 00 1,2 00 256.4;8.2) 00
Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan ’ ’ ' ’
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Sarana dan g.aa’:ana
Prasarana Pengelolaan Prasara 150,0 0,0 50,0 30 0,0 0,0 3,0 6,0 3,0 20
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan i:r:ana 10 o3
Prasarana Pengelolaan 36,0 0,0 30,0 3,0 0,0 0,0 30 N 30 g
. Prasara 0 3
Pajak Daerah N
Jumlah Sarana dan 3:’?“3 10
Prasarana Pengelolaan | b 36,0 0,0 30,0 30 00 00 30 0 30 &
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan gaarr‘ana 10 o3
Prasarana Pengelolaan Prasara 36,0 0,0 30,0 30 00 00 30 0 30 3
Pajak Daerah na
Penyedaan Sarana Gan |y, piah Sarana dan Sarana 3.769.030. 0 13219339, | 1226775 4881422 2414583 3.679.605. 3619605 | o0 | 2 3679605 | .| o2
. 9 Prasarana Pengelolaan 36,0 465,65 00 ! 30,0 533,65 8.080,0 3,0 90,0 0,0 758,0 0,0 678,0 30 678,0 \ 99 30 678,0 " 5
Pajak Daerah : Prasara 0 3
Pajak Daerah na
Jumlah Sarana dan 3::‘&”6 75 o3
Prasarana Pengelolaan Prasara 36,0 0,0 40,0 30 00 0,0 30 0 30 3
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan Saa’:ana
Prasarana Pengelolaan Prasara 36,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan gaar:ana
Prasarana Pengelolaan Prasara 90,0 0,0 30,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan
Praserana Pengeloaan | S 20 00 %0 30 00 00 30 B 30 ©
Pajak Daerah an
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BAPEND RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
TINGKAT
TARGET RENSTRA REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISAS! CAPAIAN %\NPEA'{/J\: REALISASI KINERUAS INGEAL
KINERJA
URUSAN/BIDANG PADATAHUN2018sid | RALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN DAN ANGGARAN RPJWD sid DAN
KINERJA RPJMD s/d ANGGARAN RENJA
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS|
PEMERINTAH SATUA ANGGARAN
PROGRAMKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN
(2022) EVALUASI (2023) RPJMD s/d
DAERAH DAN ISUBKEGIATAN N DAERAH) [} L[} h 1 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN n-1
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENJA) ‘ Rp. (DPA) Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ) K ‘ Rp. K Rp.
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 o
Prasara
na
Jumlah Sarana dan gjrl;ana
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pajak Daerah rasara
na
Jumlah Sarana dan 3:’:3”3 2 77
Prasarana Pengelolaan Prasara 90,0 0,0 30,0 70 0,0 0,0 70 33’ 70 s
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan iarana 2
Prasarana Pengelolaan an 90,0 00 300 7.0 00 00 7.0 : 7.0 n
) Prasara 33 8
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan jaa’:ana »
Prasarana Pengelolaan 90,0 0,0 30,0 70 0,0 0,0 70 : 70 n
. Prasara 33 8
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan i:':ana 2 77
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 7,0 0,0 0,0 70 Sé 70 s
Pajak Daerah rasara
na
Jumlah Sarana dan gaa’:ana
Prasarana Pengelolaan Prasara 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan ia;ana
Prasarana Pengelolaan Pa 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
. rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan g:’:ana
Prasarana Pengelolaan P 105,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
- rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan 3:’:3”6
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pajak Daerah rasara
na
Jumlah Sarana dan gaa’:ana
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
° rasara
Pajak Daerah
na L | |
Jumlah Sarana dan ga’:ana
Prasarana Pengelolaan a 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N Prasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan gaa’:ana
Prasarana Pengelolaan P 105,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
- rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan i:':ana
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pajak Daerah rasara
na
Jumlah Sarana dan gaa’:ana
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
° rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan gsgana
Prasarana Pengelolaan P 120,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
. rasara
Pajak Daerah na
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BRPENDA RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
K TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIMD s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN
DAERAH DAN N (2022) i m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) e N RKPD PELAKSANAAN RKPD) | FEt0 S/t
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENJA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ) K ‘ Rp. K Rp.
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 B o
Jumlah Sarana dan S:’:ana 85
Prasarana Pengelolaan 1050 00 350 30 00 00 30 g 30 28
. Prasara 7 6
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan jarana
Prasarana Pengelolaan | b2 900 00 300 00 00 00 00 00 0,0 00
. rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan gjgana 75 25
Prasarana Pengelolaan P 120,0 0,0 40,0 3,0 0,0 0,0 3,0 ’0 3,0 0
Pajak Daerah rasara
na
Jumlah Sarana dan i:r:ana
Prasarana Pengelolaan P 90,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
© rasara
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan Saa’:ana 10
Prasarana Pengelolaan 900 00 300 30 00 0,0 30 . 30 B
. Prasara 0 3
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan g:r:ana %
Prasarana Pengelolaan P 150,0 0,0 50,0 12,0 0,0 0,0 12,0 . 12,0 80
. rasara 0
Pajak Daerah
na
Jumlah Sarana dan S:’:ana
Prasarana Pengelolaan Prasar 120,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Pajak Daerah N asara
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 21.315, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 00 4,0 10 10 10 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 10.246, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0 3,0 3
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendataan dan
Pendaftaran Objek 15.780, 4.044.760.6 739.923.400 808.000.8 3.510.000 33.870.00 99.310.00 99.310.00 75, 12, 99.310.00 00 24
Eendaﬂaran Objek Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 00,0 0,0 0,0 40 | 00,0 1,0 0 1,0 00 1,0 00 3,0 00 0 2 3,0 00 2 6
ajak Daerah . ,
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 8.930,0 0,0 4,0 10 10 1,0 3,0 0 30 3
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 18.889, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 30 0 30 2
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
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BAPEND RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN S
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIMD s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS|
PEMERINTAH SATUA ANGGARAN
PROGRAMKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN
DAERAH DAN N (2022) i m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) e N RKPD PELAKSANAAN RKPD) | FEt0 S/t
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K (RENJA) Rp. (DPA) Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K K Rp. K Rp.
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 o
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 19.887, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 10 10 1,0 3,0 0 30 2
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 29.442, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 10 10 1,0 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 21.828, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 40 1,0 10 1,0 3,0 0 3,0 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 33.246, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 10 10 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 0,1
Pajak Daerah, Subyek Laporan 2.656,0 0,0 4,0 10 10 10 30 0 30 4
Pajak dan Waijib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 23979, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0 3,0 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 9.270,0 0,0 4,0 10 10 1,0 30 0 3,0 3
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 01
Pajak Daerah, Subyek Laporan 2.850,0 0,0 4,0 10 10 1,0 3,0 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 3.377,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0 3,0 9
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
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BAPEND RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN S
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIMD s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS|
PEMERINTAH SATUA ANGGARAN
PROGRAMKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN
DAERAH DAN N (2022) i m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) e N RKPD PELAKSANAAN RKPD) | FEt0 S/t
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K (RENJA) Rp. (DPA) Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K K Rp. K Rp.
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 o
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 21117, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 10 10 1,0 3,0 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 22,570, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 10 10 1,0 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 5.342,0 0,0 40 1,0 10 1,0 3,0 0 3,0 6
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 15.620, 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 10 10 30 0 30 2
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 0,0
Pajak Daerah, Subyek Laporan 6.143,0 0,0 4,0 10 10 10 30 0 30 5
Pajak dan Waijib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 15.582, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0 3,0 2
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 21.841, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 21.000, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 30 0 30 1
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 4.710,0 0,0 4,0 10 10 1,0 30 o 30 6
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
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2 RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN APAIAN
JARCENRENSTRE KINERJA | REALISASIKINERJA& | oo
URUSAN/BIDANG PADATAHUNZ01Bsfd | hnLISnSI CAPAIAN TARGET KINERJA DAN AN R oAN A DAN ANGGARAN RPJWD sid DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKECTACRITAT RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG RO ANED] REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARRN
PROGRAM/KEGIATAN
DAERAH DAN N DAERA (2022) I n EVALUASI (2023) N RKPD L RPIMD s/d
ISUBKEGIATAN H) v SANAAN RKPD) | i~
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENJA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ) K ‘ Rp. K Rp.
= 14=13/8* _ 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13 =9+10+11+12 100% 15=7+13 15/64100%
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 11.268, 75, 00
Pajak Daerah, Subyek Laporan 0 00 40 1.0 1.0 10 30 ) 30 0
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek 75, 01
Pajak Daerah, Subyek Laporan 2.211,0 0,0 4,0 10 10 1,0 30 0 30 3
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan éi'glg?aﬂ%m” Hasil
Pemeliharaan dan " N 516.397.51 194.654.515 676.532.6 20.000.00 117.389.1 246.054.1 246.054.1 75, 36, 246.054.1 50, 41,
Pelaporan Basis Data Pemehharaan,‘dan Laporan 6,0 50 0,0 0,0 40 ) y 1,0 ‘ 1,0 1,0 3,0 ) o 30 " o
P Pelaporan Basis Data
ajak Daerah -
Pajak Daerah
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen en 1.713.838.7 856.919.350 826.612.7 19.900.00 47.733.90 47.733.90 57 47.733.90 27
Daerah Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00,0 00 00 40 | Y 00 0,0 0,0 ! 0,0 ! 0,0 ! 0,0 7 0,0 ! 00 9
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 00 00
an
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BAPENDA RJA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA REALISAS] CAPAIAN R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJAS | CAPAIAN
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIND s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN 2023 (Akhir Periode RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
INDIKATOR KINERJA RKPD TAHUN LALU bl
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARRN
PROGRAMIKEGIATAN (2022) S e ANGGARAN
DAERAH DAN ISUBKEGIATAN N DAERAH) [} L[} h 1 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN n-1
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
K Rp. K Rp. K | (RER,‘};,A) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K R.P K ‘ Rp. K | R
1 2 5 6 7 8 10 1 132 9+10+11+12 e 15=7+13 e
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en 75,
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 10 1.0 1.0 30 0 3,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 00 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 00 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah | Ketetap 00 00 40 00 00 00 0,0 00 0,0 00
an
Dokum
Jumlah Dokumen en
Ketetapan Pajak Daerah Ketetap 00 00 40 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00
an
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Permasalahan yang
Konsultasi Pajak Telah DitindaKianjufi Laporan wo | o7 00 00 10 | 5946892 | 2990864 30 | 12100 00 | SHI0EHT 00 | 'BI%T g0 | BIGT B2 g0 | BIGT e e
Daerah dan Belum ” b g g g 4 A 3
Ditindaklanjuti
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BRPENDA RJIA (RENJA) T 2024
sulsel .
TINGKAT TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIMD s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N (2022) i m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) (Tahun n-1) N RKPD PELAKSANAAN RKPD) Sl
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN n-1 %)
ISUBKEGIATAN (%)
K R Rp. Rp
p. K Rp. K (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ) K Rp. K Rp.
= 13/8*
1 2 5 6 7 8 10 1 13=9+10+11+12 e 1527413 P
Jumlah Dokumen yang
Penelitian dan Verifikasi Telah Dilakukan
Data Pelaporan Pajak Penelitian dan Verifkasi | Laporan 120 476'121'303 0,0 0,0 40 179'472'403 425'433'2 10 5'000'00?) 00 | M%zg 00 29'145628 10 29'145623 256 6*2 w0 | 2 M%Zg 85| 81
Daerah Data Pelaporan Pajak ' ' ' ' ' ' ' '
Daerah
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.698,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 4.566,0 00 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memilki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.116,0 0,0 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 414,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.195,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.267,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 24130 0,0 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.750,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.266,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memilki Piutang Pajak SSPD
" Jumlah Dokumen Dokum
Eeaszz:ag’:han Pajak 'hl;lerta_nggihnya WP yang en 25770 3. 558.1248:5 00 1 22523320 40 711.626.85’8 1 97243500 0,0 0,0 00 286.233:3 00 686.538;3 00 656.533:3 00 3840 00 1.9112.?]320. 00 5733
lemilki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.682,0 0,0 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memilki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 22740 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.709,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 750,0 0,0 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.016,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 450,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.571,0 00 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memilki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 455,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.622,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
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BRPENDA RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIMD s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN 2023 (Akhir Periode RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
INDIKATOR KINERJA RKPD TAHUN LALU SKPD YANG DI ANGGARAN
PEMERINTAH PROGRAMKEGIATAN | SATUA | RENSTRAPERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN 66
DAERAH DAN N (2022) | i m EVALUASI (2023) RPUMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) e N RKPD PELAKSANAAN RKPD) Sl
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN (%)
K Rp. K Rp. K B2 Rp. (OPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kk | Re K Rp K | re
. . (RENJA) : . . . . o .
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 9 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 o
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 2.403,0 0,0 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1,0 00 4,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 14710 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.350,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 1.334,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memiliki Piutang Pajak SSPD
Jumlah Dokumen Dokum
Tertanggihnya WP yang en 950,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
Memilki Piutang Pajak SSPD
. Jumlah Dokumen
Penyelesaian Keberatan 598.734.17 16.501.00 225.691.075 94.150.60 5.000.000 23.540.00 35.110.00 35.110.00 37, 51.611.00 86
Pajak Daerah K_eperalan yang Telah Laporan 30 5,50 0,0 00 1,0 50 00 0,0 0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 00 0,0 29 0,0 00 0,0 2
Ditindaklanjuti
Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
P i dan F ian dan 458.510.30 172.834.103 225.095.7 5.000.000 25.930.00 57.705.00 57.705.00 62 25, 57.705.00 83 12,
P Pajak P Pajak Laporan 300,0 742 0,0 0,0 4,0 2 00,0 25,0 0 0,0 00 0,0 00 250 00 50 64 250 00 3 50
Daerah Daerah
Pembinaan dan gtﬂgc‘::ﬂr:: Hasil
Pengawasan Pengawasan Laporan %00 323.707.31 00 238.414.0 40 122.020.514 86.555.80 0.0 0.0 00 14.470.00 00 20.170.00 00 20.170.00 00 23, 00 258.584.0 00 79,
ggzgae’:c\aan Retribusi Pengelolaan Retribusi 40 00,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 30 00,0
Daerah
Predikat Kinerja
Persentase Realisasi 75, 5
Kegiatan Perangkat % 100,0 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 75,0 6 75,0 0
Daerah
PROGRAM Persentase ASN
PENUNJANG URUSAN Perangkat daerah 445.265.60 148.221.0 166.174.503 176.574.3 46.659.70 86.568.44 122.127.6 122.127.6 75, 69, 270.348.6 5, 60,
PEMERINTAHAN berkinerja Kategori % 100,0 8539,66 100,0 70.675,0 100,0 145,659 76.800,0 250 33750 20 9.321,0 250 289270 50 28.927,0 0| 16 50 996020 | 0 | 7
DAERAH PROVINSI Baik dan Sangat Baik
Persentase Penurunan
Temuan berdasarkan % 0,50 0,0 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LHP
% penyusunan
F dok
Penganggaran dan perencanaan, 3.561.526.2 1.342.506.7 1.032.907. 15.000.00 55.173.04 92.771.94 92.771.94 75, 89 92.771.94 17 26
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan % 100,0 52,56 100,0 00 100,0 80,56 300,0 20 0,0 20 80 250 40 50 40 0| 8 1750 40 | s0 o
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
Bapenda
Penyusunan Dokumen | - Jumiah Dokumen Dok 806.610.44 1042500 304040419 | 2875219 5000000 2.024.04 4.305.14 44.305.14 15 148.555.1
P Perangkat | F Perangkat | O™ 7.0 Ry 00 ey 20 R Rty 00 T 00 e 00 haey 00 o, [ 00 ol oo | B
Daerah Daerah : : ! ! : ! !
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BARENDN RJA (RENJA) T} 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN S
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d e o TARGET KINERJA DAN AR R DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT RREDITAHUNLAEU DI EVALUASI (2023) SKEDIANGID] ANGGARA TAHUN [ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN (2022) EVALUASI (2023) RPUMD s/d
DAERAH DAN ISUBKEGIATAN N DAERAH) 1 1] e N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN net
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN (%)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ‘ ! K ‘ Rp. K | Re
_ 14=13/8* B 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13=9+10+11+12 100% 15=7+13 B
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
Penvusunan Dokumen SKPD dan laporan Hasil | Dokum 30 | 67061879 00 00 1o | 252787769 246.679.5 0o | 5000000 0o | 1614000 00 23.568.00 00 2356800 | oo | 95 00 2356800 | o | 35
RKAYSKPD Koordinasi Penyusunan en g 352 ! ' ’ ,52 00,0 ' 0 ! 0,0 : 0,0 : 0,0 ! 5 ! 0,0 : 1
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Z:;ufaa;:rr;r? :/:jKPD dokume 395.142.97 129.665.0 148947.975 | 7177450 1.913.800, 1.913.800, 26 131.568.8 B
ienygs;nar;{ﬁzgzr;}eg Koordinasi Penyusunan N 30 50 0,0 000 10 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 o 0,0 7 0,0 00,0 00 20
erubahan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
" SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Dokum 716.874.85 103.605.5 270.223.855 43.316.00 103.605.5 1,
Penyusunan DPASKPD |  Hasi Koordinasi en 30 50 00 00 1,0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 w0 | % p
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan SfﬁzaZfa"nDﬁaﬁf 0 Dokum 674.620.02 103.327.0 254.296.020 111.465.4 2.985.000, 2,985.000, 26 106.312.0 15
Penyusunan Perubahan pora 30 iy 0,0 e 1,0 e be 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R 0,0 R 0,0 ’ 0,0 ey 00 B
DPASKPD Koordinasi Penyusunan en 0,0 00,0 0 00,0 0 0 8 00,0
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
- kinerja yang
| g
ueuman Kinerja dan Ikhtiar Dokum 184.384.04 44.860.00 69.503.019, 58.200.00 5.000.000 15.000.00 20.000.00 20.000.00 34, 64.860.00 35,
Kaaian Kincra dan Realisasi Kinerja SKPD | en 30 352 00 X 10 52 ) 00 | 00 ) 00 ) 00 0 | 90| 00 0 | % | e
L dan laporan Hasil
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan
laporan Capaian kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
. . Jumlah Laporan
Erauas Kera evaluasi Kinerja Laporan 1o | VBRI 0o | %7000 4p | 42698722 | 2139500 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | BTN | B
< Perangkat Daerah ’ ' ’ '
Predikat Kinerja
Administrasi % penyusunan
381.786.79 143.913.403 146.641.6 44.191.97 80.779.64 110.073.4 1100734 | 75 | 75 100734 | 17 | 2
Keuangan Perangkat dokumen laporan % 100,0 8.474,24 100,0 0,0 100,0 786,24 085940 25,0 8.108,0 25,0 8.563,0 25,0 24.504,0 75,0 245940 0 06 175,0 24.504,0 50 83
Daerah keuangan tepat waktu
i Jumlah Orang Yang
Penyediaan Gaji dan norang Oarang/ 378.490.68 122.513.0 142.670.943 145.819.3 44.162.97 80.687.71 109.871.6 109.871.6 75, 232.384.6 o1,
Tunjangan ASN 'T"jrng’g“:niag'Nda" Bulan %0 5845,80 00 | 83520 4840 885,80 478940 00 81080 00 35030 00 334340 00 na340 | %0 | 35 00 817860 | O | @
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! RJIA (RENJA) T

TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN S
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIND s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKECTACRITAT RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG RO ANED] REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARRN
PROGRAM/KEGIATAN (2022) EVALUASI (2023) RPJMD s/d
DAERAH DAN ISUBKEGIATAN N DAERAH) [} L[} h 1 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN n-1
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN %)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K : K ‘ Rp. K | Re
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 o
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil
Atwai Penyediaan
Administrasi N Dokum 254.843.54 200.849.5 96.062.519, 42.840.00 5.000.000 15.000.00 20.000.00 20.000.00 46, 220.849.5 86,
Pelaksanaan Tugas Administrasi en 30 3,52 00 ! 120 52 ) 00 . 00 ! a0 i a0 ! 00 69 00 ) 00 6
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
P dan F dan Dokum 1.451.640.1 443.112.3 547.191.446 360.185.5 10.000.00 34.935.06 88.516.16 88.516.16 24, 531.628.4 36,
PenguijianVeriikasi Pengujian/ Verifiasi en %0 18,56 00 0,0 120 56 00,0 00 00 00 00 00 00 00 00 | %0 | s 00 O I
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
. Koordinasi dan Dokum 507.506.85 51.000.00 191.302.829 92.342.00 5.000.000 15.000.00 20.000.00 20.000.00 21, 71.000.00 13,
Pelaksanaan Aiansi | pejgksanzan Aluntansi | en %0 352 00 00 120 52 00 00 0 00 00 00 00 00 00 | %0 | e 00 00 | |
SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan 141638.04 40.465.00 53300040, | 10.896.00 40.465.00 %
Keugn an Akh\rpTahun Hasil Koordinasi Laporan 30 . 0 0 0,0 . 0 0 1,0 R 0 ) 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0 0 0,0 57
SKPDg Penyusunan Laporan ’ ’ ’ '
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan Jumlah dokumen Bahan
” Tanggapan
.li_’ae:yla:a;nBahan Pemeriksaan dan Er?kum 90 435.98%%1 00 421.999.0 10 164342.2% 168.603.4 0,0 5.000.008 0,0 15.000.00 0,0 45.240.00 00 45.240.00 0,0 2863 0,0 467.239.0 00 1?;
ki Tindak Lanjut ! : X | , , ) !
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
" Keuangan Bulanan/
gzzrﬂ:ﬁ;ga& oran Triwulan/ Semesteran
Keuin an P SKPD dan Laporan Lanoran 360 481.500.00 00 61.870.00 120 181.500.000 144.128.0 00 4.000.000 00 12.000.00 00 28.035.00 00 28.035.00 00 19, 00 89.905.00 00 18,
gan. Koordinasi Penyusunan P ’ 00 ’ 00 ? 0 00,0 ! 0 ' 0,0 ’ 0,0 ’ 00 ’ 45 ’ 0,0 ) 67
BulananTriwulananSem
laporan Keuangan
esteran SKPD Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumiah Dokumen
dan Analisis Prognosis | bocboran den Analsis | Dokum g0 | 00280 I 10 | semseoo | 22080 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | TR0 | g | %
Realisasi Anggaran rognosis Realisasi en
Anggaran
Predikat Kinerja
. . Cakupan laporan
Administrasi Barang L "
. administrasi barang 1.497.665.4 564.540.562 173.180.6 8.565.000 45.615.00 45.615.00 75, 26, 45.615.00 17 30
rmk Die:ag pad: milik daerah pada % 100,0 5608 100,0 0,0 100,0 ! 00, 250 0,0 250 | 25,0 S 75,0 S 0 24 175,0 S 50 5
erangkat Daeral BAPENDA
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BRPENDA RJIA (RENJA) T 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KINERJA RPIND s/d TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKECTACRITAT RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG Seme REALISAS| TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH PROGRAMKEGIATAN | SATUA | RENSTRAPERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARAN
DAERAH DAN N (2022) I m EVALUASI (2023) RPJMD s/d
JSUBKEGIATAN DAERAH) N RKPD PELAKSANAAN RKPD) | i d
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 o
ISUBKEGIATAN %)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ! K ‘ Rp. K | Re
- 14=13/8* - 16=
1 2 5 6 7 8 10 1 13= 9410411412 ey 15=7+13 B o
Penyusunan Jumlah Rencana
Perencanaan " Dokum 40.845.324, 12.724.40 15.396.524, 13.283.80 12.724.40 31
" Kebutuhan Barang Milik 6,0 \ 00 20 \ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 15
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD en 0 00 0 0,0 0,0 5
Daerah SKPD
Jumlah Dokumen
’\Pﬂ?lri'lfgrgeag?‘nsBKaFr,aDng Pengamanan Barang E:kum 1800,0 595.455.00 00 95.020.00 10 224.455.000 90.928.40 0,0 0,0 00 8.565.000 00 38.795.00 00 38.795.00 00 4627 00 133.815.0 00 2427‘
Milik Daerah SKPD ! ' ’ ’ ' ’ ' ’
Jumlah Laporan Hasil
. Penilaian Barang Milik
Koordinasi dan
Peniaion Barang Milk | Locran danbeel Laporan 6o | 18900 0p | 5900000 10 | 713000 | 50000% 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | B0 | gy | 3
Daerah SKPD B -
arang Milik Daerah
SKPD
" Jumlah Laporan Hasil
E:;ngzl\?vaair;n dan Pembinaan,
Pengendalian Barang ﬁzzg:wg;f;" gfi’r‘ang Laporan 250 | 16293960 0p | S0T60%0 250 | eugeno | 450000 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | S8 o |
Wik Dacrah paca Milik Dagrah Pada
SKPD
Rekonsiliasi dan \'J?uerE(I)anhSi\l?;Suirs;\n
g:g:smiz Iéaa;;t:;f‘n Penyusunan Laporan Laporan 120 548.522;%? 00 93,130608 40 206,766.033 47,968643 00 00 00 00 00 6‘820.0006 00 6‘820.0006 00 1242 00 99‘950603 00 123z
d gKPD Barang Milik Daerah ' ' ' ' '
pada pada SKPD
Penatausahaan Barang Jumiah Laporan
Milik Daerah pada zglpl(alsusahaan Barang Laporan 60 263.159.08 00 36.000.00 40 99.197.039, 6.000.000, 0,0 0,0 00 00 00 00 00 00 00 00 36.000.00 00 163é
SKPD lik Daerah pada 7,04 0,0 04 0 0,0
SKPD
Jumlah Dokumen Hasil
P emenfoatan Berand Pemanfaatan Barang Dokum 6o | MHS00 0p | 4900000 10 | sasomo | 45000% 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 I e T
Milik Daerah SKPD
Predikat Kinerja
Administrasi
Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan R 874.485 2.770.330.5 291.495 00 291.495 1.044.267.8 681.165.9 72.873. 34.459.50 72.873. 94.113.80 72.873. 124.001.0 218.621 124.001.0 75, 18, 510.116 124.001.0 58, 44
Kewenangan Daerah P .000,0 11,52 .000,0 ’ .000,0 87,52 00,0 750,0 0,0 750,0 8,0 750,0 83,0 .250,0 83,0 0 20 .250,0 83,0 38 8
Perangkat Daerah
Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Analisis serta
Retribusi Daerah serta Pengembangan eD’:)kum 360 1 377.522.3 00 223.33;.3 10 519.248.268 285.7(1]3.3 00 11.474.05g 00 30. BQQ:IA(Q) 00 42,038.148 00 42.038.143 00 1741, 00 265.349‘»1.3 00 '256
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah dan . ’ ’ ’ ! ’ ’ ’ ’
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi
Penyuluhan dan éi'g;i?ut:‘;uézg Hasil
Renyenarasen Penyebarluasan Laporan | 3000 | 0000 0p | C0s08s0 10 | 02000 7I283T0 00 00 00 | 5840000 00 | 5840000 00 | sesoo00 | 0o | %3 00 | EMH0 oo | TG
! Kebijakan Retribusi ’ ’ ’
Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan,
Pengolahan Data " N 1.312.570.6 98.410.00 494.769.619 324.187.8 22.985.00 62.630.31 81.378.59 81.378.59 25, 179.788.5 13,
Retribusi Daerah Ezgsgr:;aggiadan Laporan 36,0 B5 0,0 00 12,0 52 00,0 0,0 00 0,0 70 0,0 20 0,0 20 0,0 10 0,0 920 00 A
Retribusi Daerah
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BARENDA RJA (RENJA) T} 2024
sulsel
TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d e o TARGET KINERJA DAN AR R DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS|
PEMERINTAH PROGRAMKEGIATAN | SATUA | RENSTRAPERANGKAT (2022) DI EVALUASI (2023) EVALUAS (2023) ANGGARA TAHUN o
DAERAH DAN ISUBKEGIATAN N DAERAH) I n hun neq N RKPD PELAKSANAAN RKPD) TAHUN nd
PROGRAM/KEGIATAN (Tahun n-1) TAHUN n-1 )
ISUBKEGIATAN (%)
K Rp. K Rp. K B2 Rp. (OPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kk | Re K Rp K | re
g . (RENJA) . g . - . . -
_ 14=13/8* B 16=
1 2 5 6 7 8 10 " 13=9+10+11+12 100% 15=7+13 B
Predikat Kinerja
Administrasi Rata-rata nilai perilaku
’ pegawai perangkat 5.631.023.8 21225977 | 1.323.296. 83.202.20 253.402.2 496.682.3 496.682.3 37, 496.682.3 88
Kepegawaian daerah berdasarkan % 9,0 71,24 00 00 9,0 83,24 400,0 00 0,0 00 00,0 00 00,0 00 000 | % | s 00 000 | °° 2
Perangkat Daerah PR
penilaian kinerja ASN
Peningkatan Sarana Jumiah Unit
and. Peningkatan Sarana ' 80.250.000, 260.194.0 30.250.000, 251.025.4 18.000.00 59.160.00 92.620.00 92.620.00 36, 352.814.0 439
gaen;’v:aa?arana Disiplin dan Prasarana Disiplin unit 30,0 0 0,0 000 11,0 0 000 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 % 0,0 00,0 00 b
g Pegawai
Pendataan dan ;ZISLZLZEK:;E“
Pengolahan Penaolahan Dokum 30 | 1:897.850.0 00 129.280.0 1o | 715388977 67.580.20 00 00 0o | 6870.000 00 25.240.00 00 2524000 | o0 | 3 00 1645200 | (o | s
Administrasi Admgimwasi en ' 97,60 ’ 000 ' 60 00 ' ' ' 0 ’ 00 ’ 00 ’ 35 ' 00,0 ' 4
Kepegawaian N
Kepegawaian
Monitoring Evaluasi dan e
o Monitoring, Evaluasi, Dokum 755.634.00 174.620.0 284.834.000 641.568.2 65.202.20 187.372.2 378.822.3 378.822.3 59, 553.442.3 7,
Penilaian Kineja dan Penilaan Kineria en 15300 00 00 000 10 0 00,0 0o 00 00 00,0 00 00,0 00 wo | %0 | o 00 wo | ¥ |
g Pegawai
Pemindahan Tugas Jumlah ASN yang 20.023.659, 6.237.900, 6.237.600, 6.237.900, 31,
ASN Dipindahiugaskan Orang 500 o 00 0 500 | 7.547.859,0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 o | o0 e
- Jumlah Pegawai
Pendidikan dan
" " Berdasarkan Tugas dan
Pelatihan Pegawai ° > e 80.250.000, 218.394.0 30.250.000, 116.285.0 218.394.0 m
Berdasarkan Tugas dan | Fundsi yang Mengikut Orang 77,0 0 00 00,0 506,0 o 00,0 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 wo | % i
F Pendidikan dan
ungsi
Pelatihan
Sosialisasi P #mlac Orgng y|ang 82.280.48 68.713.480 210.600.0
osialisasi Peraturan lengikuti Sosialisasi 182.289.4 713.480, 10.600.!
PerundangUndangan Peraluran Perundang- Orang 450,0 00 00 00 150,0 0 0,0 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 | 00
Undangan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan | Teknis Implementasi Orang 900 709'194'(?8 0,0 00 300 267'328'933 30'000603 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 | oo
PerundangUndangan Peraturan Perundang- ’ > ’
Undangan
Predikat Kinerja
Administrasi Umum Pemenuhan Umam % 0o | 1016778, 1000 00 t00 | 49066365 | 408511 50 | 2400000 50 | 2396529 0 | 2564810, 0 | 254810 | 75 | e so | 2564810 | v | w
Perangkat Daerah Kantor ° ’ 746,12 ’ ’ ’ 02,12 100,0 4 0,0 ' 55,0 ’ 655,0 ’ 655,0 0 78 ’ 655,0 50 70
Penyediaan Komponen m::g;ikﬁ: stalasi
Instalasi ListrikiPenerangan Paket 14220 | 20095083 00 | 127433 qpap | 936480 | 1077120 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | M2T3 | o | #
ListrikPenerangan 0,0 51,0 0 00,0 51,0 20
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor S
Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan Paket 9000 147'6605’8 00 46'000603 qw00 | B 660'0006 30'000602 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 | 000603 w | %
Kantor Kantor yang disediakan ’ ’ > >
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2084

! ' RJIA (RENJA) T

TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d ARl aReio TARGET KINERJA DAN LT DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKECTACRITAT RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG Seme REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISASI
PEMERINTAH PROGRAMKEGIATAN | SATUA | RENSTRAPERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARAN
DAERAH DAN N (2022) I " EVALUASI (2023) RPIMD s/d
ISUBKEGIATAN DAERAH) N RKPD PELAKSANAAN RKPD) | Reatit </d
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN %)
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | (RENA) ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K ! K ‘ Rp. K | e
_ 14=13/8* _ 16=
1 2 5 6 7 8 10 11 13= 9+10+11+12 o 1527413 i
" Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan ! 21008334 479.909.0 795205490 | 2693475 63.829.99 89.713.99 89.713.99 33, 569.622.9 7,
Logistik Kantor If)ti)g;li\:k};imor yang Paket 160,0 20,0 00 00,0 60,0 | 00,0 0,0 0,0 0,0 50 0,0 50 0,0 50 0,0 31 0,0 950 0,0 0
: Jumlah Paket Barang
g;”ayf:r'f:;‘fa’a”g Cetakan dan Palet wo | 78145845 o0 | 262284 w0 | 2%68845 | 2502750 00 00 00 00 o0 | 2140800 oo | 2m0s00 | oo e o0 | 47esss |l e
Penggandaan Penggandaan yang g 00,0 ! 500,0 ! 00,0 000,0 ' ' ! : ! 000,0 ! 000,0 ' 19 ' 500,0 : %
99 Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumiah Laporan 996.502.77 509.283.0 375.628.770 408.668.0 39.224.00 39.224.00 39.224.00 96 638.507.0 o,
Tamu Fasilitasi Kunjungan Laporan 150,0 R 0,0 ey 12,0 o A 0,0 0,0 0,0 p 0,0 o 0,0 e 0,0 ’0 0,0 e 00 P
ol X X K X X X X X
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
’ Penyelenggaraan Rapat 666.492.30 2326110 251,232,300 3295760 32.703.96 100.605.1 100.605.1 30, 333.216.1 50,
Koordinasiden Koordinasi dan Laporan 4550 00 00 000 120 | 00,0 00 00 00 00 00 60,0 00 600 | %0 | 3 00 600 | °° 0
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan '[JJUTI? D:E“Tin naan
Sistem Pemerintahan oo Dokum 750 | 89880661 00 | 1524390 a0 | 338802492 397.059.6 0o | 2400000 0o | 1038%0 00 1944675 00 1944675 | (0| 48 0o | 69065 | | wm
Berbasis Elektronik Bertasic Eloktonik en ! 2,60 g 00,0 g 60 00,0 ! 00 " 00,0 g 00,0 g 00,0 g %8 g 00 | &
pada SKPD pada SKPD
Predikat Kinerja
Pemenuhan
Wik i e % 1000 | 69863645 1000 00 1000 | 2331388 | 396152 250 00 250 00 250 00 750 00 | T 1750 00 | [T
Penunjang Urusan Penunjang Urusan o ’ 09,90 ’ ! ! 09,90 326,0 v 4 ’ ! ’ ’ ’ ’ 0 ’ ’ 50
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Paket Mebel 1.094.1336 616.900.0 412430436 | 69.440.00 616.900.0 55,
Pengadaan Mebel yang Disodinkan Paket 45,0 0 00 0 20,0 ’ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 oo | % | %
Jumlah Unit Peralatan
Pengadaan Peralatan . " 3.951.143.8 2.197.493. 1.189.021.3 3.006.088. 2.197.493. 55,
dan Mesin Lainnya g?:emzignmmnya yang Unit 60,0 73,90 0,0 600,0 400,0 7390 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000 0,0 6
Jumlah Unit Aset Tak
Pengadaan Aset Tak " ' 642.000.00 230.000.0 242,000.000 50.000.00 230.000.0 3,
Berwujud g;esneng:{at:(ixang Unit 30 00 0,0 00,0 10 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 00 8
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung
Kantor atau Bangunan f:.“"” atau Bangunan Unit 6,0 638'790'(?8 0,0 0,0 20 240'790'003 404'038'3 00 00 00 00 10 00 10 00 506 10 00 |
Lainnya ainnya yang ) | )
Disediakan
Pengadaan Sarana dan éﬁg:g:;igsﬁéa dan
Prasarana Gedung ' 617.925.00 925.234.0 232925000 | 4320000 925.234.0 109
Kantor atau Bangunan E;:t;}raataax;Bangunan unit 1.650,0 00 0,0 00,0 600,0 | 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 000 00 n
Lainnya ainnya yang
Disediakan
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2084

! IINI( RJIA (RENJA) T

TINGKAT
REALISAS! KINERJA TRIWULAN CAPAIAN K
TARGET RENSTRA S T R APNAN KINERJA | REALISASIKINERJA& |  on
URUSAN/BIDANG PADA TAHUN 2018 s/d KHERTAREIROET TARGET KINERJA DAN AR EE DAN ANGGARAN RPJMD s/d DAN
URUSAN INDIKATOR KINERJA 2023 (Akhir Periode RKPD TAHUN LALU RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SKPD YANG DI REALISASI TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS|
PEMERINTAH SATUA | RENSTRA PERANGKAT DI EVALUASI (2023) ANGGARA TAHUN ANGGARRN
PROGRAM/KEGIATAN
DAERAH DAN N (2022) I I EVALUASI (2023) RPUMD s/d
JSUBKEGIATAN DAERAH) han 4 N RKPD PELAKSANAAN RKPD) N
PROGRAM/KEGIATAN (pelimr4) TAHUN n-1 "
ISUBKEGIATAN (%)
K Rp. K Rp. K B2 Rp. (OPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kk | Re K Rp K | re
' " (RENJA) : " . " " . "
_ 14=138* _ 16=
1 2 5 6 7 8 10 " 13=9+10+11+12 100% 15=7+13 B
Predikat Kinerja
. Pemenuhan
Penyediaan Jasa
: Kebutuhan Jasa 20.942.084. 6.980.694.7 12.364.56 1.784.017 3.636.926 6.342.268. 6.342.268. | 75, | 51, 6342268 | 17 | 3o,
se"““!’;‘ghu'“;a" n | Penunjang urusan % 1000 3280 1000 00 1000 760 3.360,0 20 17,0 0 47,0 20 126,0 750 126,0 0| 2 1750 1260 | 50 | =
emerintahan Daera PemerintahanDaerah
Penyediaan Jasa Surat é“err’]"zzl';:‘;"j:ga Surat Lavoran oo | 12000000 00 206.000.0 4o | 400000000 111.990.0 oo | 8958000 0o | 2279300 00 22.793.00 00 27930 | 0| 2 00 287930 | | 1
Menyurat V P 000, 00,0 ! 00,0 ! 0 00,0 ! 0 ! 00 ! 00 ! 00 ! 35 ! 00 | o
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
aan o 18.260.454. 5.437.100. 6.086.818.1 5.982.238. 1.274.060 2458614 3.716.246. 3.716.246. 62, 9.153.356. 50,
Komunikasi Su_mber Komum_kasl‘ S\_Jml_)er Laporan 12,0 360,0 0,0 920,0 12,0 20,0 536,0 0,0 357.0 0,0 '506,0 0,0 942,0 0,0 942,0 0,0 12 0,0 862,0 0,0 P
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
569.857.68 150.000.0 189.952.560 | 2.788.077. 696.207.2 696.207.2 24, 846.207.2 148
ﬁera\atan dan Peralatan dan Laporan 450 00 0,0 00,0 4,0 | 7440 00 00 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 430 0,0 97 0,0 430 00 a9
Per Kantor Kantor
yang disediakan
Penyediaan Jasa ?:“eTin.EZ‘TJZ!a 91177228 1.796.858 33924006 | 3482257 501.001.4 1455.518 1,907,020, 1.907.020, 54 3.703.879 0
Felayeran Umum Pelayanan Umum Leporan | 1000 80 00 064,0 40 0 080,0 00 600 00 7510 00 91,0 00 wro | 00| 7 00 wso | | =
antor :
Kantor yang Disediakan
Predikat Kinerja
Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang urusan y 9.073.035.3 2.966.716.1 6.311.013. 527.045.7 1.500.967 2.388.055. 2.388.055. | 75, | 37, 2388.055. | 17 | 2
Penunjang Urusan Pemerintah daerah % 1000 86,0 1000 00 1000 560 220,0 250 50,0 20 40,0 250 2250 70 225,0 0| 84 1750 250 | 50 | w2
Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeli Biaya P gan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak | Kendaraan Dinas ' 3.104.676.1 1.203.668. 977.263.086 844.030.0 19.274.00 279.282.4 314.0816 314.081.6 37, 1.517.750. s,
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara Unit o 720 00 400,0 1850 | 00,0 00 0,0 00 00,0 00 00,0 00 00,0 00 21 00 000,0 00 89
Dinas atau Kendaraan dan Dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemelinaraan Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan Pajak dan ' 150.000.00 581.388.8 50.000.000, 654.840.0 26.291.50 99.342.50 99.342.50 15, 680.731.3 45
Perizinan Kendarazn Lapangan yang Unit 840 00 00 000 1550 0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 | %0 | 1 00 0o | | &
N . Dipelihara Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan ¥
Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang Unit 200 | 1170000 00 00 s00 | 59850000 | 8550000 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 | 0o
Dipelihara 0,0 0 0,0
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! RJIA (RENJA) T

TINGKAT
TINGKAT
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
TARGET RENSTRA KINERJA | REALISASI KINERJA &
REALISAS| CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA
URUSANIBIDANG PADA TAHUN 2018 s/d TARGET KINERJA DAN DAN ANGGARAN RPJMD sid DA
URUSAN o 2023 (Akhir Periode KINERJARPUMD /d | g ja SKPD TAHUN BERJALAN YANG ANGGARANRENJA | ' ReALISASI | TAHUN n-1 (AKHIR REALISAS
PEMERINTAH SATUA RENSTRA PERANGKAT G DI EVALUASI (2023) SGNELTS D] ANGGARA TAHUN ANGGARAN
PROGRAMIKEGIATAN (2022) EVALUASI (2023) RPUWD s/d
OGRAMKEGIN ISUBKEGIATAN N DAERAH) ! E (Tahun n-1) Mon g | PELAKSANAANRKPD) 1| - rasunnd
PROGRAM/KEGIATAN " TAHUN n-1 %)
ISUBKEGIATAN %) )
Rp. Rp
K Rp. K Rp. K | iy ‘ Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K| N K ‘ Rp. K | R
- 14=13/8" _ 162
1 2 5 6 7 8 10 1 132 9+10+11+12 o 15=7+13 e
" Jumlah Peralatan dan
Pemelinaraan Peralatan lah P ' 1.855.850.0 573.247.0 600000000 | 4676700 17,580.00 17.580.00 37 590.827.0 a,
dan Mesin Lainnya g;sﬁ:‘?h\;arlannya yang Unit 360,0 00,0 0,0 00,0 120,0 0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 00 0,0 6 0,0 00,0 0,0 8
Pemelinarazn Aset Tak | Jumiah Asel Tak 1,600.050.0 656.925.0 533350000 | 5450857 658.925.0 #
e Berwujud yang Unit 10 | 160005 00 925/ 50 350 085, 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 980 g |4
erwujud Dipelihara 00,0 00,0 | 20,0 00,0
PemeiraraanRerabita | SoTE] CONS Ta 2250.750.2 3.661.936 750263072 | 3743887 507.7717 1195.393 1.957.051 1,957,051 5 5618.988 29
si Gedung Kantor dan 9 Y Unit 2%0 799 00 936 20 253/ s 00 e o0 | MR8 00 s 00 pro e I T 00 | SO | oo | A
Bangunan Lainnya yang - . . ’ ’ ! haas ’ N ’ '
Dipelihara/Direhabilitasi
Predikat Kinerja
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2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat
dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-
langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan
sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan
perencanaan periode berikutnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan
kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun

penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan.

Hal ini dapat dilihat dalam 2 (dua) tahun terakhir Bapenda Provinsi Sulawesi
Selatan telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan
pajak daerah dari kelima sektor pajak yang dikelola Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
yang meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor
(BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP),

dan pajak rokok.

Dengan berbagai upaya untuk mencapai target pernerimaan pajak yang lebih
baik, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil inisiatif berupa peningkatan
transaksi secara non tunai, pengembangan layanan unggulan, serta kerjasama dengan
berbagai instansi terkait. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan mendapatkan juara pada ajang South Sulawesi Digital Festival dan
meraih juara ketiga kategori One Page Summary Contest untuk Pemerintah Daerah
yang diberikan atas inovasi pembayaran pajak kendaraan secara digital dan pada
tahun 2023 Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapatankan juara ketiga
pada ajang South Sulawesi Digital Festifal 2023 dengan kategori Aplikasi pembayaran
pajak secara digital yang bernama Bapenda Sulsel mobile. Penghargaan tidak hanya

datang dari tingkat Provinsi, tetapi juga ditingkat nasional Bapenda Provinsi Sulawesi
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Selatan juga berhasil meraih penghargaan juara pertama dalam penghargaan TP2DD
(Tim Pengendalian Pembayaran Pajak Daerah) sebagai provinsi terbaik di kawasan

Indonesia Timur

Prestasi-prestasi tersebut menegaskan bahwa kontribusi Bapenda Provinsi
Sulawesi Selatan dalam inovasi, dan layanan yang lebih baik serta dalam pengelolaan
pajak yang lebih efektif. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang lebih
optimal, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah langkah
strategis untuk mendorong pembayaran non tunai melalui aplikasi Bapenda Sulsel
Mobile yang memungkinkan pembayaran pajak melalui perangkat selular dengan
payment channel seperti Qris, Gojek, Mobile Banking Bank Sulselbar, LinkAja,
Indomaret, dan Tokopedia. Dari berbagai pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi
dan keamanan dalam transaksi pajak dengan memperkuat pengawasan internal dan
efisiensi melalui aplikasi padaidi, dimana aplikasi ini memungkinkan Kepala Bapenda
untuk memantau kinerja pegawai dan realisasi layanan penerimaan pajak dengan lebih
terstruktur, yang memungkinkan tindakan lebih cepat dalam mengatasi kendala dan

memastikan pelaporan yang akurat.

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mengembangkan layanan
unggulan seperti samsat care, samsat keliling, samsat lorong, dan gerai samsat yang
memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membayar pajak, meskipun
Bapenda fokus pada pembayaran nontunai, opsi pembayaran tunai juga masih tetap
tersedia, untuk kebutuhan berbagai kelompok masyarakat serta memberikan insentif
pajak sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang mencakup
penghapusan denda PKB dan BBNKB serta penghapusan progresif yang bertujuan
untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat pasca
pademi, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
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Selain itu, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga menjalin kerjasama sinergitas
dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan
layanan yang lebih baik termasuk kerjasama dengan kepolisian daerah Sulsel dalam
penertiban kendaraan bermotor dan penagihan pajak secara door to door serta
kerjasama dengan DPMPTSP untuk verifikasi bebas tunggakan pajak sebelum
perizinan diterbitkan, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Bank Sulselbar
melalui aplikasi Sipijar yang dapat membantu perluasan dan percepatan digitalisasi
pembayaran pajak daerah (P2DD) serta memberikan insentif bagi wajib pajak dalam

pembayaran PKB dan pembukaan tabungan pajak.

Semua kerjasama ini mendukung efisiensi dan kesinambungan penerimaan
pajak, langkah-langkah ini tercermin dalam data realisasi penerimaan pajak daerah
dari tahun 2022 sampai 2023 sampe bulan september, yang dilihat pada tabel betikut

ini:
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EaPEDD" RJA (RENJA) T 2024
Tabel 2.2
Target dan Realisasi APBD Pendatapan Daerah
Tahun 2022-2023
JENIS PENERIMAAN TARGET 2022 REALISASI S/D BULAN % TARGET TA.2023 REALISASI S/D BULAN %
(Rp) DESEMBER (Rp) SEPTEMBER

PENDAPATAN DAERAH 9.494.627.304.164,00 8.992.799.689.251,16 94,72 10.133.082.075.208,00 5.888.971.026.554,28 58,12
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.153.507.054.141,00 4.865.959.663.141,11 94,42 5.801.319.086.208,00 3.501.024.683.710,28 60,35
PAJAK DAERAH 4.415.955.704.320,00 4.304.408.113.491,08 97,47 4.972.162.369.090,00 3.076.193.994.962,52 61,87
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.449.550.108.000,00 1.502.530.102.481,00 103,65 1.594.505.119.000,00 1.113.112.773.551,00 69,81
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.001.835.067.000,00 1.052.446.901.201,00 105,05 1.102.018.574.000,00 769.751.495.628,00 69,85
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 1.144.619.102.000,00 840.577.299.400,00 10==73,44 1.316.311.967.000,00 605.414.491.307,00 45,99
Pajak Air Permukaan 179.510.989.000,00 184.584.217.577,08 102,83 193.155.588.000,00 144.710.255.397,59 74,92
Pajak Rokok 640.440.438.325,00 724.269.612.832,00 113,09 766.171.121.090,00 443.204.979.079,00 57,85
RETRIBUSI DAERAH 49.452.842.400,00 44.123.665.319,20 89,22 50.054.727.951,00 29.448.361.802,00 58,83
Retribusi Jasa Umum 18.597.400.000,00 14.810.935.600,00 79,64 18.306.688.001,00 13.800.745.282,00 75,39
Retribusi Pelayanan Kesehatan 18.002.900.000,00 14.064.525.600,00 78,12 17.032.188.001,00 78,12
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - 15.500.000,00

Retribusi Pelayanan Pendidikan 594.500.000,00 730.910.000,00 112,95 1.274.500.000,00 112,95
Retribusi Jasa Usaha 28.855.442.400,00 28.037.985.719,20 97,17 30.748.039.950,00 14.716.646.520,00 47,86
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 21.194.702.400,00 20.668.137.704,20 97,52 21.855.534.100,00 97,52
Retribusi Terminal 300.000.000,00 198.956.500,00 66,32 200.000.000,00 66,32
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.804.330.000,00 1.409.819.815,00 78,14 1.088.650.650,00 78,14
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 432.160.000,00 329.442.500,00 76,23 494.160.000,00 76,23
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.124.250.000,00 5.431.629.200,00 106 7.109.695.200,00 106
Retribusi Perizinan Tertentu 2.000.000.000,00 1.274.744.000,00 63,74 1.000.000.000,00 930.970.000,00 93,1
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JENIS PENERIMAAN TARGET 2022 REALISASI S/D BULAN % TARGET TA.2023 REALISASI S/ID BULAN %
(Rp) DESEMBER (Rp) SEPTEMBER
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 136.116.485.452,00 135.416.485.452,00 99,49 159.362.075.963,00 132.053.989.662,00 82,86
E:g}i(ir:tla-::aMy::agl E;zaagéklmgiﬁ:t:b:’:eK:i:t::gE:)e reh (Dividen) atas 134.054.613.792,00 133.354.613.792,00 99,48 155.872.340.237,00 131.674.016.520,00 84,48
B Dot e s O : : : : :
523;11';3:%?33 ﬁ'ab;agg‘:r'ﬂﬁﬁff: rorverintah Dacrah (Divider) atas 2.061.871.660,00 2.061.871.660,00 100 3.489.735.126,00 379.373.442,00 1087
LAIN-LAIN PAD YANG SAH 551.982.021.964,00 382.011.378.878,83 69,21 619.739.913.204,00 263.328.937.283,69 42,49
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 618.417.000,00 624.598.255,00 101 29.963.550.000,00 776.524.000,00 2,59
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 3.446.286.000,00 2.677.060.791,00 77,68 2.136.032.800,00 2.514.995.000,00 117,74
Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0 1.455.000.000,00 881.821.410,00 60,61
Jasa Giro 23.472.989.862,00 25.740.490.388,51 109,66 22.721.305.505,00 12.277.441.538,15 54,03
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 54.178.909.512,00 11.775.183.240,03 21,73 65.671.360.077,00 10.200.000,00 0,02
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 10.530.845.001,00 4.668.221.454,81 4433 4.695.621.452,00 32.050.883.574,17 682,57
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 16.032.810.149,00 3.716.993.260,83 55,87 9.493.905.195,00 4.985.178.483,83 52,51
Pendapatan Denda Pajak Daerah 208.712.589.000,00 79.710.867.273,00 38,19 265.789.679.000,00 59.968.454.438,00 22,56
Pendapatan Denda Retribusi Daerah 393.984,00 30.227.208,00 7,672,19 1.288.196,00 2.573.252,00 199,76
Pendapatan dari Pengembali 5.034.562.500,00 2.725.744.664,00 54,14 1.329.231.476,00 1.299.341.697,04 97,75
Pendapatan BLUD 229.954.218.956,00 245.100.898.367,50 106,59 216.482.939.503,00 147.972.483.609,50 68,35
PENDAPATAN TRANSFER 4.196.566.050.162,00 4.096.755.656.038,00 97,62 4.322.253.099.000,00 2.379.760.513.014,00 55,06
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 4.196.566.050.162,00 4.096.755.656.038,00 97,62 4.322.253.099.000,00 2.379.760.513.014,00 55,06
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JENIS PENERIMAAN TARGET 2022 REALISAS! S/D BULAN " TARGET TA2023 REALISASI S/D BULAN "
(Ro) DESEMBER Rp) SEPTEMBER
Dana Perimbangan 4.196,566.050.162,00 4.096.755.656.038,00 97,62 4.267.681.602.000,00 2.352.474.764.514,00 55,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 144.554.199.861,00 30.084.370.072,05 2081 9.509.890.000,00 8.185,829.830,00 86,08
PENDAPATAN HIBAH 144.554.199.861,00 30.084.370.072,05 2081 9.500.890.000,00 8.185.829.830,00 86,08
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 137.249.159.861,00 22.494.481.608,00 16,39 2.163.250,000,00 3.207.378.459,00 148,27
zzg‘;fipa'a" Hibah dari Badan/Lembagal Organisasi Dalam Negerill uar 4.256,040.000,00 4.256,040.000,00 100 4.256,040.000,00 3.287.858.850,00 7725
Sumbangan Pihak Ketiga/Sej 3.049.000.000,00 3.333.848.464,05 109,34 3.000.600.000,00 1.690.502.521,00 54,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN . 0 o 0 o o
PERUNDANG-UNDANGAN
Lain-lain Pendapatan 0 0 0 0 0 0
Pendapatan atas Pengembalian Hibah 0 0 0 0 0 0
Pendapatan atas Pengembalian Hibah 0 0 0 0 0 0
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Selain inovasi yang telah dilaksanakan di atas, secara berkelanjutan Bapenda

juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan
pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator sistem dan operator data
serta SDM pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu kepada wajib pajak
dilakukan sosialisasi dan penertiban pajak, serta dilakukan himbauan atau penagihan

pajak kepada masyarakat wajib pajak yang terlambat membayar kewajiban pajaknya.

Perhitungan potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk
mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan.
Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat

kurangnya ketersediaan data.

Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, hasil
kajian tentang potensi pendapatan asli daerah merupakan landasan dalam
menetapkan sasaran perangkat daerah dan target pendapatan daerah. Tabel dibawah
menunjukkan capaian realisasi kinerja sasaran Renstra serta proyeksi kedepannya,

sebagai berikut:
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Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN I{:)Iﬂ%ggg)wsﬁﬂ mﬁﬁm# SPM IKK SATUAN iﬁ}ﬂgg
PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2021 TAHUN2022 | TAHUN2023 | TAHUN2021 | TAHUN2022 | TAHUN2023 | TAHUN 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

;‘;ﬁe“‘a“ aSNencaniN aiSKEEtsgc Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PR T e URUSAN g:;;::;‘:;ﬁa;;z’l’f'a" RineralEatan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Temuan Material Persen 0,7% 0,6% 0,5% 0,002% 0,0% 0,0% 0,0%

) % fok per
Ejgl':;‘;‘ 'Zel":r’.':i,’;ar::"’fa’;‘-‘;a"ggﬁra" dan | enganggaran, dan evaluasi kinerja Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
I 9 Bapenda
i ini i [}

g:g:;a;afg;“e':‘;:"as' Keuangar o lfa’fggz‘::::f;:ﬁt“"“*“ l2porn Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

g;gl;’lstan Administrasi Barang Milik Daerah miﬁl(alc(lng:h I:::;a;:;léwgﬁtraﬂ barang Baem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

.

Ke;ler:angan Perangkat Dacrah Dacrah Jumlah Pendapatan Daerah Rp 291495000 291495000 291495000 291495000 291495000 291495000 291495000

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Rataratalnllallperilakulpegawal

e i s 4 perangkat daerah berdasarkan penilaian Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 kinerja ASN
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TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
URUSAN/ BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM CATATAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTCOME) /KEGIATAN (INPUT) SPM IKK SATUAN ANALISIS
PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
b e R e Pemenuhan Administrasi Umum Kantor Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
q m Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik
Red ot o dataniBarangMitkiDasrah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan emerintahan Daerah B
Kegiatan Penyediaan Jasa P P han Kebutuhan Jasa P
Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan Daerah e oC f0c= s 0C= s (0C. 00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik - 8
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah L Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah
peeenasekeloedanidchimen Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

perencanaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Persentase penganggaran dan

pelaporan kinerja tepat waktu dibidang Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pendapatan PAD
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Cakupaniancianhasilkootdinas]
Regcana e v penyusunan rencana anggaran daerah Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99 bidang pendapatan daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan i N
Al . - o cakupan hasil koordinasi dan pelaporan 0 0 0 0 0 0 0
Akunta dan Pelap g bidang pendapatan dengan bidang terkait Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PR M PENGELOLAAN PENDAPATAN Persentasi Peningkatan PAD Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cakupaniapcranpengelolaan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pendapatan daerah
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih
dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu
tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan
pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah
dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan
eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang
atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik

sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu-isu
strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus
dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus
dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah
yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat
dirumuskan permasalahan utama Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kontribusi
PAD Terhadap APBD Masih rendah yang tergambar dari data yang menunjukkan
bahwa realisasi pendapatan daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada.
Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Bapenda, maka isu permasalahan yang di hadapi Bapenda dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar

pajaknya tepat waktu.
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Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, penyuluhan/
sosialisasi untuk memberi kesadaran/kepatuhan masyarakat memenuhi
kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan
penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Kesadaran ini sangat
dibutuhkan agar anggaran yang digunakan untuk pemungutan pajak dapat
ditekan sehingga pendapatan daerah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk
pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara
mencakup reformasi dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang
paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam
berkomunikasi.

Belum optimalnya sumber daya perangkat daerah.

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya mengurus pajak maupun
membayar pajak masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi apartur
Bapenda serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu
mendapatkan perhatian yang serius. Disamping itu, masyarakat perlu diberikan
kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adakah benar-benar untuk
memajukan pembangunan daerah. Untuk mengantisipasi isu strategis ini,
langkah-langkah yang harus ditempuh Bapenda Provinsi sulawesi Selatan
antara lain adalah:

a. Membentuk aparat yang profesional;

b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu aparat harus bersikap terbuka
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

c¢. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggungjawab
dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap

keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.
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3. Belum maksimalnya inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi

informasi

Prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian
waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana,
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Oleh
karena itu, Bapenda harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan
infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat
memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya juga menjadi tuntutan masyarakat.
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2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila
ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan agar

dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri darai Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra), Rencana
Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja).

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, program,
kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal
yang telah diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik
dari segi jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah sub kegiatan, target indikator,
serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan serta
telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program

dan kegiatan serta subkegiatan.
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Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan Awal RKPD 2024

Hasil Analisa Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian s:n"m"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 1
Badan Pendapatan Daerah R Badan Pendapatan Daerah B
200.029.927.957,00 198.216.417.956,00
Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat 98% Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat 98%
Daerah ’ Daerah ’
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Makassar Ll:[.al :?;'('a-ra!a Capaian Indikator Kinerja _— Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN Makassar 2.‘:‘ rl:;:a-rata Capaian Indikator Kinerja - Rp
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9 ° 178.531.817.079,00 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9 ° 194.305.193.806,00
Persentase Temuan LHP Yang Selesai 100% Persentase Temuan LHP Yang Selesai 100%
Ditindaklanjuti . Ditindaklanjuti ’
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi A LS (PR Rp Perencanaan Penganggaran dan ATl DL (A G, Rp
Kinerja Perangkat Daerah Makassar Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 12 Dokumen 808.047.900,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Makassar Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 12 Dokumen 493.749.900,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat Rp Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat Rp
Daerah Makassar daerah 3 Dokumen 92.821.20000 | Perangkat Daerah Makassar daerah 3 Dokumen 143.340.800,00
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan R Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan R
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Makassar Hasil Koordinasi penyusunan dokumen 1 Dokumen 149,505,300, 08 RKASKPD V Makassar Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA- 1 Dokumen 119.961.000, 08
RKA-SKPD R SKPD R
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Makassar dan laporan hasil koordinasi penyusunan 1 dokumen Rp Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Makassar dan laporan hasil koordinasi penyusunan 1 dokumen Rp
RKASKPD dokumeb perubahan RKA-SKPD yang 118.097.300,00 Perubahan RKASKPD dokumeb perubahan RKA-SKPD yang 21.840.900,00
Tersusun (dokumen) Tersusun (dokumen)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan R Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan R
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Makassar Hasil koordinasi penyusunan dokumen 1 Dokumen 144,864,600, OS Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Makassar Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- 1 Dokumen 43.210.900. 08
DPA-SKPD Rataas SKPD o
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD " Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan . " Rp Koordinasi dan Penyusunan Perubahan - Rp
DPASKPD Makassar dan laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 98.831.000,00 DPASKPD Makassar dan laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 109.846.500,00
dokumen perubahan DPA-SKPD e dokumen perubahan DPA-SKPD e
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian ;Jkuhrglsj: gz::’:s?'ll\ii%??Kﬁrgg:nd;r;oran R Koordinasi dan Penyusunan Laporan JKL;‘TI:: i‘;‘;ggﬁ%ﬁiﬁz@é&eg:’fi oran R
oorcinas! renyusunan Lapora P Makassar hasil koordinasi penyusunan laporan 1 Laporan P Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Makassar K isas! i poran 1 Laporan P
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD i o L 37.940.300,00 N hasil koordinasi penyusunan laporan capaian 28.199.900,00
gipsw[?n kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kinerja SKPD Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Makassar Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah 4 Laporan 165.988.200, ';8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Makassar Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah 4 Laporan 27,349 900%8
. . Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Rp Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Makassar Perangkat Daerah 12 Laporan 147.389.969.818,00 Daerah Makassar Perangkat Daerah 12 Laporan 156.109.920.687,00
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Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisa Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian g::m"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ g Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
" . " Jumlah orang yang menerima gaji dan Rp : - " Jumlah orang yang menerima gaji dan Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Makassar tunjangan ASN 484 orang/bulan 146.761.397.418,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Makassar tunjangan ASN 484 orang/bulan 155.719.622.567,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Makassar Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Rp Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Makassar Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Rp
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN u 42.390.300,00 Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN u 11.130.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Rp Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Rp
PengujianVerifikasi Keuangan SKPD Makassar | penaujian Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 269.98420000 | PengujianVerifikasi Kevangan SKPD Makassar | penaujian Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dakumen 137.740.500,00
. Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Rp Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Rp
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Makassar pelaksanaan akuntasi SKPD 12 Dokumen 34.486.500,00 SKPD Makassar pelaksanaan akuntasi SKPD 12 Dokumen 37.296.000,00
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Koordinasi dan P Laporan Keuang Makassar SKPD dan laporan hasil koordinasi 1 Laporan Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Makassar j::ll\:holr:?lofrlaa';irigz;‘d%s:s?khe‘; ‘i:t‘]’r"aS"KPD 1 Laporan Rp
Akhir Tahun SKPD penyusunan laporan keuangan akhir tahun P 5.226.000,00 | Keuangan Akhir Tahun SKPD e i b SPD P 3.372.000,00
SKPD laporan keuangan akhir tahun
. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan . Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan N > Rp Pengelolaan dan Penyiapan Bahan " Rp
Pemeriksaan Makassar Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 12 Dokumen 173.619.400,00 Tanggapan Pemeriksaan Makassar Pemer!ksaan dan Tindak Lanjut 12 Dokumen 99.848.300,00
Pemeriksaan Pemeriksaan
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Koordinasi Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/
. oordinasi dan Penyusunan Laporan "
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Rp . Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Rp
BulananTriwulananSemesteran SKPD Makassar koordinasi penyusunan laporan keuangan 12 Laporan 99.810.000,00 g;;;asgan BulananTriwulananSemesteran Makassar koordinasi penyusunan laporan keuangan 12 Laporan 97.815.800,00
bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Makassar Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Rp Penyusunan Pelaporan dan Analisis Makassar Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Rp
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 3.056.000,00 Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 3.095.500,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Administrasi Barang Rp Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Administrasi Barang Rp
Perangkat Daerah Makassar | ik Daerah pada BAPENDA g2laron 219.611.500,00 | Perangkat Daerah Makassar | vijix Daerah pada BAPENDA f2lercEn 187.386.700,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Makassar Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 Dokumen Rp Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Makassar Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 Dokumen Rp
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD 12.719.500,00 Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD 12.614.800,00
. Jumlah Dokumen pengamanan barang milik Rp " Jumlah Dokumen pengamanan barang milik Rp
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Makassar Gaerah SKPD 1 Dokumen 116.385.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Makassar daerah SKPD 1 Dokumen 101.094.600,00
L - Jumlah laporan hasil penilaian barang milik . . . Jumlah laporan hasil penilaian barang milik
Koordinasi dan Penilian Barang Mik Daeran Makassar daerah dan hasil koordinasi penilaian 1 Laporan Ro Koordinasi dan Peniaian Barang Miik Makassar daerah dan hasil koordinasi penilaian barang 1 Laporan Ro
SKPD ° 6.000.000,00 | Daerah SKPD 6.000.000,00
barang milik daerah SKPD milik daerah SKPD
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Makassar Jur:laah ‘aaspaor:a;amas"r:) e;:ﬁ;ﬁ:: l)aran 25 Laporan Rp Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Makassar J:;nle;h fspe‘o;agar:]as!'? e;r;‘lé:?:: Baran milik 25 Laporan Rp
Barang Milik Daerah pada SKPD pengawasan, dan pengendali 9 po 5052.000,00 | Barang Milik Daerah pada SKPD pengawasan, dan pengenaall g mil P 5.024.000,00
milik daerah pada SKPD daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Makassar Ju:\lﬂ:&iz:r;n ;er:ﬁnbsa"r‘:? d:‘?”k daerah 41aporan Rp Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Makassar Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan 4 1aporan Rp
Milik Daerah pada SKPD g: ué potied P 9 po 68.955.000,00 | Barang Miik Daerah pada SKPD laporan barang milik daerah pada SKPD P 52.433.200,00
- Jumlah laporan Penatausahaan barang Rp Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah laporan Penatausahaan barang milik Rp
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Makassar milik daerah pada SKPD 4 laporan £.000.000,00 SKPD Makassar daerah pada SKPD 4 laporan 5:800.00000
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Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisa Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian g::m"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
. Jumiah Dokumen hasil Pemanfaatan Rp " Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Rp
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Makassar Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.500.000,00 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Makassar Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.420.100,00
AT A Jumlah Laporan Administrasi A-p A Jumlah Laporan Administrasi
Perangkat Dalerah Daeral Makassar PendapatanDaerah Kewenangan 12 Laporan 711,976 000';2 2:\:‘;:‘::”:"‘ I;eer:::pz:rsg:;r:h Makassar PendapatanDaerah Kewenangan 12 Laporan 680.942, 200';2
9 Perangkat Daerah O 9 9 Perangkat Daerah e
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah Jumlah dokumen hasil analisis serta R Analisa dan Pengembangan Retribusi Jumlah dokumen hasil analisis serta R
! gembang; ust Makassar pengembangan retribusi daerah dan 12 Dokumen P Daerah serta Penyusunan Kebijakan Makassar pengembangan retribusi daerah dan 12 Dokumen P
serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 2 A 280.535.300,00 o Py - 88.399.200,00
kebijakan retribusi daerah Retribusi Daerah kebijakan retribusi daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah laporan hasil penyuluhan dan Rp Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah laporan hasil penyuluhan dan Rp
Retribusi Daerah Makassar penyebarluasan kebijakan retribusi daerah TLaporan 117.827.700,00 Retribusi Daerah Malgssar penyebarluasan kebijakan retribusi daerah 1Laporan 77.753.300,00
Jumlah Laporan hasil pengolahan, R Jumlah Laporan hasil pengolahan, R
Pengolahan Data Retribusi Daerah Makassar pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi 12 Laporan 313.613.000 08 Pengolahan Data Retribusi Daerah Makassar pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi 12 Laporan 514.789.700 08
daerah o daerah R
A-n A A q Rp A gkat a Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Makassar Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian 100 % 872.911.000,00 Daerah Makassar Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian 100 % 1.096.230.800,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah unit peningkatan sarana dan " Rp Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah unit peningkatan sarana dan y Rp
Pegawai Makassar prasarana disiplin pegawai 11 Unit 231.104.600,00 Pegawai Makassar prasarana disiplin pegawai 1 Unit 275.206.800,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut Rp Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut ~
Kelengkapannya Makassar kelengkapannya 484 Paket 143.400.000,00 Kelengkapannya Makassar kelengkapannya 484 Paket Rp
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen pendataan dan Rp Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Rp
Kepegawaian Makassar pengolahan administrasi kepegawaian 12 Dokumen 111.231.400,00 Kepegawaian Makassar administrasi kepegawaian 12 Dokumen 98.419.800,00
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan Rp Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan Rp
Pegawai Makassar penilaian kinerja pegawai 12 Dokumen 335.675.000,00 Pegawai Malassar penilaian kinerja pegawai 12 Dakaumen 296.758.200,00
Pemindahan Tugas ASN Makassar Jumlah ASN yang dipindah tugaskan 20 Orang 6.000.000, ES Pemindahan Tugas ASN Makassar Jumlah ASN yang dipindah tugaskan 20 Orang Rp -
- " Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan " " Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan N L Rp Pendidikan dan Pelatihan Pegawai n - " Rp
Tugas dan Fungsi Makassar fungsi yang mengikuti pendidikan dan 50 orang 6500.000,00 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Makassar fungsi yang mengikuti pendidikan dan 50 orang £500.000,00
pelatihan pelatihan
{ Peraturan P Jndanaan Makassar Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 50 orang Rp { Peraturan P Jndanaan Makassar Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 50 orang Rp
peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 peraturan perundang-undangan 3.000.000,00
_— . " Jumlah orang yang mengikuti bimbingan " . . Jumlah orang yang mengikuti bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Makassar teknis implementasi peraturan perundang- 150 Orang Rp Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Makassar teknis implementasi peraturan perundang- 150 Orang Rp
PerundangUndangan 36.000.000,00 PerundangUndangan 416.346.000,00
undangan undangan
- q Persentase Pemenuhan Administrasi o Rp - . Persentase Pemenuhan Administrasi o Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah Makassar Umum Kantor 100 % 4.244.230.470,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Makassar U e 100 % 5.390.994.000,00
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sulsel
Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisa Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian g::m"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ g Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
: . " Jumlah paket komponen instalasi listrik/ : . Jumlah paket komponen instalasi listrik/
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Makassar penerangan bangunan kantor yang 100 Paket Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Makassar penerangan bangunan kantor yang 100 Paket Rp
Penerangan Bangunan Kantor disediakan 146.414.190,00 Penerangan Bangunan Kantor disediakan 102.326.500,00
" jumlah paket peralatan dan perlengkapan Rp P iaan Peralatan dan P jumlah paket peralatan dan perlengkapan Rp
" Peralatan dan P Kantor Makassar kantor yang disediakan 10 Paket 44.200.000,00 Kantor Makassar kantor yang disediakan 10Paket 22.350.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makassar jrsrggjgkzanm bahan logistik kantor yang 50 Paket 331.653.480 ';S Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makassar j:g::jaigkzika bahan logistik kantor yang 50 Paket 1.097.575.000, ';S
: Jumlah paket barang cetakan dan Rp Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Makassar penggandaan yang disediakan 20 Paket 2.399.750.000,00 Penggandaan Makassar penggandaan yang disediakan 20 Paket 3.000.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu Makassar Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan 481.102.000 Eg Fasilitasi Kunjungan Tamu Makassar Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan 497.526.000 Eg
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat Rp Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat Rp
Konsultasi SKPD Makassar | yoordinasi dan konsultasi SKPD 12Laporan 609.330000,00 | Konsultasi SKPD Makassar | Y oorginasi dan konsultasi SKPD 12Laporan 402180.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Makassar | Jumiah dokumen penatauszhazn arsip 12 Dokumen RO | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Makassar | ~Jumiah dokumen penatausahaan arsip 12 Dokumen R -
P s dinamis pada SKPD 3,648.000,00 i P dinamis pada SKPD P
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan
Berbasis Elektronik pada SKPD Mak sistem pemerintahan berbasis elektronik 12 Dok Rp Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Mak sistem pemerintahan berbasis elektronik 12 Dok Rp
akassar pada SKPD okumen 228.132.80000 | SKPD akassar | pada SKPD orumen 69.036.500,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Makassar Cakupan Jumlah Pengadaan Barang 100 % Rp Pengadaan Barang Milik Daerah Makassar Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik 100 % Rp
Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah o 8.642.702.119,00 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah ° 5.661.281.000,00
Pengadaan Mebel Makassar jumlah paket mebel yang disediakan 10 paket 633.059.000 ';8 Pengadaan Mebel Makassar jumlah paket mebel yang disediakan 10 paket 329.271.000 ';8
. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang " Rp o Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Rp
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Makassar disediakan 400 Unit 6.423.888.905,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Makassar disediakan 400 Unit 2.156.528.000,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud Makassar j:gg::gkggn aset tak berwujud yang 1 Unit 356,500,000 Fég Pengadaan Aset Tak Berwujud Makassar jg:gg;“ aset tzk berwujud yang 1 Unit Rp -
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Makassar Jumlah unit gedung kantor atau bangunan 11 unit Rp Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Makassar Jumlah unit gedung kantor atau bangunan 11 unit Rp
Lainnya lainnya yang disediakan 202.000.000,00 Lainnya lainnya yang disediakan 340.370.000,00
Jumlah unit sarana dan prasarana gedung Jumlah unit sarana dan prasarana gedung
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Makassar kantor atau bangunan lainnya yang 4 unit Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Makassar kantor atau bangunan lainnya yang 4 unit Rp
Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan 353.923.500,00 Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan 2.835.112.000,00
Jumlah unit sarana dan prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah unit sarana dan prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung " Rp " ~
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Makassar pendukung gedung kantor atau bangunan 10 unit 673.330.714,00 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Makassar pendukung gedung kantor atau bangunan 10 unit Rp

lainnya yang disediakan

Lainnya

lainnya yang disediakan
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RER RJA (RENJA) T. 2024
sulsel J
Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisa Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian g:ntm"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rp
Pemerintahan Daerah faass Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEED 9.345.776.240,00 Pemerintahan Daerah nEbRE Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah D 16.634.947.113,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Makassar Jumiah laporan penyediaan jasa surat 12 laporan Rp Penyediaan Jasa Surat Menyurat Makassar Jumizh [aporan penyediaan jasa surat 12 laporan Rp
menyurat 112.000.000,00 menyurat 110.240.000,00
: Jumlah laporan penyediaan jasa : o "
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air - " Rp Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Rp
dan Listrik Makassar z:’s'g;'g::ﬁ‘ sumber daya air dan listrik yang | 4 Laporan 5670445.96000 | Air dan Listrik Makassar | qmber daya air dan listrik yang disediakan 4 Laporan 8985.793.141,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Rp Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Rp
Kantor Makassar dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 laporan 84.000.000,00 Perlengkapan Kantor Makassar dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 laporan 2.943.126.540,00
" Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Rp " Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Makassar umum kantor yang disediakan 4 laporan 3479.330.280,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Makassar umum kantor yang disediakan 4 laporan 4595.787.432,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Pemeliharaan Barang Milik . Rp Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik " Rp
Urusan Pemerintahan Daerah Makassar Daerah 1099 Unit 6.296.592.032,00 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Makassar Daerah 1099 Unit 8.049.741.406,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau R E:nmy;ﬁ::?ana‘;?:::;ﬂ:l?r}‘(aers:;]:;ya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau R
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Makassar kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 155 Unit P " ) " Makassar kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan 155 Unit P
) . " 1.291.144.400,00 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas . 701.270.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan pajaknya Jabatan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah Kendaraan dinas operasional atau R ';znmy;(:::?;;]a::.:: r;aerl]\?;a;re;za‘r::’:aya Jumlah Kendaraan dinas operasional atau R
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Makassar lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 155 Unit 751.246.000 08 Kendaraan Dmaslo erasional atau Makassar lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 155 Unit 509.573.950 08
Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan perizinannya It Lapangan s pajak dan perizinannya R
" o " Rp " : Rp
Pemeliharaan Mebel Makassar Jumlah mebel yang dipelihara 165 Unit 392.810.720,00 Pemeliharaan Mebel Makassar Jumlah mebel yang dipelihara 165 Unit 55,500.000,00
" o Jumlah peralatan mesin lainnya yang " Rp " . Jumlah peralatan mesin lainnya yang Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Makassar dipelihara 592 Unit 55,500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Makassar dipelinara 592 Unit 492.630.000,00
" " " Rp " . . - " Rp
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Makassar Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara 6 Unit 445.955.000,00 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Makassar Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara 6 Unit 346.800.000,00
PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Makassar Jumlah gedung kantor dan bangunan 26 Unit Rp PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor Makassar Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 26 Unit Rp
Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 3.359.935.912,00 dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 5.853.967.456,00
Persentase keterpenuhan dokumen Persentase keterpenuhan dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Makassar perencanaan, penganggaran, dan 100 % Rp PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Makassar perencanaan, penganggaran, dan 100 % Rp
DAERAH pelaporan kinerja tepat waktu dibidang ° 1.182.790.200,00 DAERAH pelaporan kinerja tepat waktu dibidang ° 686.466.600,00
pendapatan PAD pendapatan PAD
A Cakupan laporan hasil koordinasi S Cakupan laporan hasil koordinasi
:ﬁordalrnazsbd;:a:enyusunan felcad Makassar penyusunan rencana anggaran daerah 100% 714715, 800‘;3 ﬁzordalrna;sb::r:a:enyusunan e Makassar penyusunan rencana anggaran daerah 100% 437074 00';3
99 bidang pendapatan daerah e 99 bidang pendapatan daerah e
jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Rp Koordinasi dan Penyusunan KUA dan jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Rp
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Makassar disusun 1 dokumen 92.993.800,00 PPAS Makassar disusun 1 dokumen 9.932.20000
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sulsel J
Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisa Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Target Capaian g:ntm"
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Kebutuhan Dana/ 9
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Subkegiatan Program/Kegiatan/ Pagu Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan jumlah dokumen perubahan KUA dan Rp Koordinasi dan Penyusunan Perubahan jumlah dokumen perubahan KUA dan Rp
Perubahan PPAS Makassar perubahan PPAS yang disusun 1 dokumen 98.047.400,00 | KUA dan Perubahan PPAS Makassar perubahan PPAS yang disusun 1 dokumen 12.664.800,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD Makassar dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Rp Koordinasi Penyusunan dan Verifikesi Makassar dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Rp
22.141.700,00 RKASKPD 9.176.800,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan Makassar dokumen perubahan RKA-SKPD yang 1 dokumen Rp Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Makassar dokumen perubahan RKA-SKPD yang 1 dokumen Rp
RKASKPD diverifikasi 24.794.600,00 Perubahan RKASKPD diverifikasi 10.283.700,00
~ - Rp Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA ~ - Rp
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD Makassar dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen 27.452.000,00 SKPD Makassar dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen 7.896.400,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan dokumen perubahan DPA-SKPD yang Rp Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi dokumen perubahan DPA-SKPD yang Rp
DPASKPD Makassar | gyeriiasi 1 dokumen 24.807.00000 | Perubahan DPASKPD Makassar | gerifiasi 1 dokumen 9.126.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah jumlah peraturan daerah tentang APBD dan R Koordinasi dan Penyusunan Peraturan jumlah peraturan daerah tentang APBD dan R
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Makassar peraturan kepala daerah tentang 1 Dokumen 71.723.100 08 Daerah tentang APBD dan Peraturan Makassar peraturan kepala daerah tentang penjabaran 1 Dokumen 64.706.000 08
tentang Penjabaran APBD penjabaran perubahan APBD Cem Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD perubahan APBD Rt
jumlah peraruran daerah tentang Koordinasi dan Penyusunan Peraturan .
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah . jumlah peraruran daerah tentang penjabaran
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Makassar E:;l:‘:ag::rg:aﬁf:sg s;?a%:;nnperaturan 1 Dokumen 46,904 100%8 E:f;iﬁ;in}g:g‘ziizf:: ?e/:tzig dan Makassar perubahan APBD dan peraturan kepala 1 Dokumen 78,029, 500%8
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD daerah tentang penjabaran perubahan APBD
Jumlah dokumen hasil koordinasi Rp Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen hasil koordinasi Rp
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Makassar perencanaan anggaran pendapatan 1 dokumen 305.852.100,00 Pendapatan Makassar perencanaan anggaran pendapatan 1 dokumen 211.891.700,00
" . cakupan hasil koordinasi dan pelaporan . " -
dan F dan 3 ! o Rp dan F cakupan hasil koordinasi dan pelaporan o Rp
Pelaporan Keuangan Daerah s :!I:‘ikaari'!g (PR G gutte 468.074.400,00 dan Pelaporan Keuangan Daerah R bidang pendapatan dengan bidang terkait il 272.759.500,00
- jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Jumi Rp . Rp
. Makassar laporan keuangan pemerintah daerah yang 12 laporan BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Makassar laporan keuangan pemerintah daerah yang 12 laporan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkondsolidas| 414.446.100,00 Daerah terkondsolidas| 221.486.000,00
ah daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan (umiah daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan jumiah rancangan peraturan daerah tentang Peraturan Daerah tentang jumiah rancangan peraturan daerah tentang
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban oer(ang_gungjawaban pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oenqnggunglawaban pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Makassar Provinsi dan rancangan Peraturan kepala 12 Laporan Rp Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Makassar Provinsi dan rancangan peraturan kepala 12 Laporan Rp
. daerah tentang penjabaran 53.628.300,00 . daerah tentang penjabaran 51.273.500,00
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran rtangaungiawaban pelaksanaan APBD Daerah tentang Penjabaran ertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi gfovingg o pel Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD smvmgg o P
Provinsi
Provinsi Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 0 i1 Rp PROGRAM PENGELOLAAN 0 P Rp
DAERAH Sulawesi Persentasi Peningkatan PAD 5% 20.315.320.678,00 PENDAPATAN DAERAH Sulawesi Persentasi Peningkatan PAD 5% 3.224.757.550,00
Selatan Selatan
Provinsi i Provinsi
N . Jumlah Laporan pengelolaan Rp Kegiatan Pengelolaan Pendapatan " Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan Rp
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sulawesi pendapatan daerah 12 Laporan 20.315.320.678,00 Daerah Sulawesi dbaEn 12 Laporan 3.224.757.550,00
Selatan Selatan
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Makassar Jumiah dokumen rencania pengelolaan 4 Dokumen Rp Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Makassar Jumizh dokumen rencana pengelolaan pajak 4 Dokumen Rp
pajak daerah 799.167.200,00 daerah 666.682.300,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Jumlah Laporan Pengembangan pajak Rp Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan pajak Rp
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Makassar daerah dan kebijakan pajak daerah 4 Dokumen 129.570.300,00 serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Makassar daerah dan kebijakan pajak daerah 4 Dokumen 80.529.000,00
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Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Makassar Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan 4 Laporan Rp Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Makassar Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan 4 Laporan Rp
Daerah dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah P 108.850.200,00 Pajak Daerah dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah P 66.932.100,00
Makassar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Makassar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Makassar | Selatan ) prasarana pajak daerah (Makassar | Selatan ) prasarana
Enrekan Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Enrekan Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
9 pajak daerah (Enrekang) prasarana 9 pajak daerah (Enrekang) prasarana
Jeneponto Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Jeneponto Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Po! pajak daerah (Jeneponto) prasarana P pajak daerah (Jeneponto) prasarana
Luwu Utara Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Luwu Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Luwu Utara) prasarana Utara pajak daerah (Luwu Utara) prasarana
Toraja Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Toraja Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Utara pajak daerah (Toraja Utara) prasarana Utara pajak daerah (Toraja Utara) prasarana
Selayar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Selayar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Selayar) prasarana ¥ pajak daerah (Selayar) prasarana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Takalar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Rp Penyediaan Sarana dan Prasarana Takalar Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Rp
Pajak Daerah pajak daerah (Takalar) prasarana 867.746.900,00 Pengelolaan Pajak Daerah pajak daerah (Takalar) prasarana 569.532.850,00
Siniai Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Sinjai Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
) pajak daerah (Sinjai) prasarana ) pajak daerah (Sinjai) prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Luwu N Luwu .
pajak daerah (Luwu) prasarana pajak daerah (Luwu) prasarana
barru Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan barru Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Barru) prasarana pajak daerah (Barru) prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Bulukumba pajak daerah (Bulukumba) prasarana Bulukumba pajak daerah (Bulukumba) prasarana
Tana Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Tana Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Toraja pajak daerah (Tana Toraja) prasarana Toraja pajak daerah (Tana Toraja) prasarana
Luwu Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Luwu Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
Timur pajak daerah (Luwu Timur) prasarana Timur pajak daerah (Luwu Timur) prasarana
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pajak dan wajib pajak daerah (Selayar)

pajak dan wajib pajak daerah (Selayar)

Soppen Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Soppen Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
ppeng pajak daerah (Soppeng) prasarana ppeng pajak daerah (Soppeng) prasarana
Sidrap Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Sidrap Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Sidrap) prasarana pajak daerah (Sidrap) prasarana
Waio Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Waio Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
) pajak daerah (Wajo) prasarana ) pajak daerah (Wajo) prasarana
Bantaen Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Bantaen Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
9 pajak daerah (Bantaeng) prasarana 9 pajak daerah (Bantaeng) prasarana
Gowa Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Gowa Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Gowa) prasarana pajak daerah (Gowa) prasarana
Pinrang Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Pinran Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Pinrang) prasarana 9 pajak daerah (Pinrang) prasarana
Pangke Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Pangke Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
ngkep pajak daerah (Pangkep) prasarana gkep pajak daerah (Pangkep) prasarana
Bone Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Bone Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Bone) prasarana pajak daerah (Bone) prasarana
Palono Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Pal Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
P pajak daerah (Palopo) prasarana opo pajak daerah (Palopo) prasarana
Pare-pare Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Pare-pare Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
par pajak daerah (Pare-pare) prasarana P pajak daerah (Pare-pare) prasarana
;J:r:‘;?a?ar:r::rggl?hzgs::igauy:‘?’g 30 sarana dan Jumiah Sarana dan prasarana yang tersedia 30 sarana dan
Makassar " Makassar dan terpelihara pada UPT Pendapatan
Pendapatan Wilayah Makassar Il Utara prasarana Wilayah Makassar Il Utara (Unit) prasarana
(Unit)
Maros Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan Maros Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 20 sarana dan
pajak daerah (Maros) prasarana pajak daerah (Maros) prasarana
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
Wajo pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Wajo pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Wajo) R b p Obiek Pa pajak dan wajib pajak daerah (Wajo) R
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 310.310.400 Og Dzr;?:}:aan an t biek Pajak 204,355,600 Og
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan : Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan :
Selayar pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Selayar pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
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Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan

Sinjai pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Sinjai pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Takalar) pajak dan wajib pajak daerah (Takalar)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumiah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pendaftaran objek pajak daerah, subjek

Makassar pajak dan wajib pajak daerah (Makassar | 12 Laporan Makassar pajak dan wajib pajak daerah (Makassar | 12 Laporan
Selatan) Selatan)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pendaftaran objek pajak daerah, subjek

Makassar | - ok dan wajib pajak daerah (Makassar Il 12 Laporan Makassar | oiak dan waiib pajak daerah (Makassar I 12 Laporan
Utara) Utara)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan

Pare-pare pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Pare-pare pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Pare-pare) pajak dan wajib pajak daerah (Pare-pare)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan

Bone pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Bone pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Bone) pajak dan wajib pajak daerah (Bone)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan

Bantaeng pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Bantaeng pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Bantaeng) pajak dan wajib pajak daerah (Bantaeng)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan

Gowa pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Gowa pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Gowa) pajak dan wajib pajak daerah (Gowa)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan

Pinrang pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Pinrang pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Pinrang) pajak dan wajib pajak daerah (Pinrang)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan

Maros pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Maros pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Maros) pajak dan wajib pajak daerah (Maros)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan

Palopo pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Palopo pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Palopo) pajak dan wajib pajak daerah (Palopo)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan

Pangkep pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Pangkep pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Pangkep) pajak dan wajib pajak daerah (Pangkep)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan

Sidrap pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Sidrap pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Sidrap) pajak dan wajib pajak daerah (Sidrap)

Tana Jumlah laporan hasil pendataan dan Tana Jumlah laporan hasil pendataan dan

Toraia pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Toraja pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan

) pajak dan wajib pajak daerah (tana Toraja) ) pajak dan wajib pajak daerah (tana Toraja)

Luwu Jumlah laporan hasil pendataan dan Luwy Jumlah laporan hasil pendataan dan

Timur pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Timur pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Timur) pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Timur)
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Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Soppeng pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Soppeng pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Soppeng) pajak dan wajib pajak daerah (Soppeng)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Bulukumba pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Bulukumba pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Bulukumba) pajak dan wajib pajak daerah (Bulukumba)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Luwy Jumlah laporan hasil pendataan dan
Luwu Utara pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Utara pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Utara) pajak dan wajib pajak daerah (Luwu Utara)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
barru pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan barru pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerahh (barru) pajak dan wajib pajak daerahh (barru)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Luwu pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Luwu pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Luwu) pajak dan wajib pajak daerah (Luwu)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Sinjai pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Sinjai pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Sinjai) pajak dan wajib pajak daerah (Sinjai)
Toraia Jumlah laporan hasil pendataan dan Toraia Jumlah laporan hasil pendataan dan
Utarsji pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Utarla pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Toraja Utara) pajak dan wajib pajak daerah (Toraja Utara)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Enrekang pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Enrekang pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Enrekang) pajak dan wajib pajak daerah (Enrekang)
Jumlah laporan hasil pendataan dan Jumlah laporan hasil pendataan dan
Jeneponto pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan Jeneponto pendaftaran objek pajak daerah, subjek 12 Laporan
pajak dan wajib pajak daerah (Jeneponto) pajak dan wajib pajak daerah (Jeneponto)
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Makassar Juﬂ;ihhl:rz:rnandral?iIe?:ngg:hbzlis data 12 Laporan Ro Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Bantaen Jgrr:Iealirlhl:rzZrl?ndra‘ﬁSi‘e’l):ngrl:ﬁh::s‘is data 12 Laporan Ro
Data Pajak Daerah per \ dan petapo po 310899.500,00 | Basis Data Pajak Daerah 9 per , dan petapo P 247.765.900,00
pajak daerah pajak daerah
Wajo Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llzegfa':’a"‘ne" Wajo Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :(zegl"ak;‘a':e"
Selayar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :{ig:)al:;n;en Selayar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :égf:;;gen
Sinjai Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ggg:‘amne" Sinjai Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :{ig&k;argen
Penetapan Wajib Pajak Daerah 142.752.400, %g Penetapan Wajib Pajak Daerah 68.302. 400%3
N 12 Dokumen R . 12 Dokumen R
Makassar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Ketatapan Makassar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Ketatapan
Makassar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ;igz:’a':en Makassar Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :ét[a)?ak:ar:l\en
Pare-pare Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llZe‘I:&l:Jam"en Pare-pare Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ggloak:ar:en
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Bone Jumiah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :{ig:)al:;n;en Bone Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :ét[a)f:;'ar:‘]en
Bantaeng Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llZetIZ:lal(’;Aamnen Bantaeng Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ;i‘zrak:ar?‘en
Gowa Jumiah Dokumen Ketetapan Paiak Dasrah | 1200k Gowa Jumiah Dokumen Keteapan Pajak Daerah | 200"
Pinrang Juiah Dokuen Ketetapan Pek Daerah | 200" Piniang | Jumiah Dokumen Ketetapan Pk Daerah | (206"
Maros Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llZe‘I:&l:Jam"en Maros Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ggﬁak:ar:en
Palopo Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :égg:gge" Palopo Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :ég?::;\en
Pangkep Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ;Zetgfalzjamnen Pangkep Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :{il[a)&k:ar:en
Sidrap Jumiah Dokumen Ketetapan Piak Daerah | 0" Sidrap Jumiah Dokumen Keletapan Paiak Daerah | 206"
T Jumiah Dokumen Ketetapan Piak Daereh | 12 20KmT T Jumizh Dokumen Keteapan Pajak Daereh | (200"
-I}lljnm\,::r Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llZe‘I:‘oal:Jam"en I{':Jr‘:\l\:‘r Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :(il[;loak:ar:en
Soppeng | Jumiah Dokumen Keletapan Pajak Dacra | 200" Soppeng | Jumlah Dokumen Kelelapan Pajak Daerah | (2 DoKmen
Bulukumba | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah }Lzegfak:amne" Bulukumba | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :{ig&k:ar?‘en
Luw Uara | Jumiah Dokumen Ketetapan Peak Daerah | 2 DX o Jumiah Dokumen Keteapan Pajak Dasrah | 200"
barru Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ;ig:)al:z:en barru Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah :ét[a)gk:ar:\\en
Luwu Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah llZe‘I:toal:Jam"en Luwu Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1Ki|[a)|oak:a",:en
Sinjai Jumiah Dokumen Ketetapan Piak Daereh | 12 00m" Sinja Jumiah Dokuen Keteapan Pajak Daereh | (20"
s Jumizh Dokumen Ketetapan Peak Daerah | 12 20KmT Toreja Jumizh Dokumen Keteapan Pajak Daerzh | (200"
Emrekang | Jumiah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ;ﬁgfa";:ne" Emekang | Jumlah Dokumen Kefetapan Pajak Daerah :(zeg&k;‘a"f"
Jeneporto | Jumieh Dokumen Ketetapan Pajak Daeah | 2 " Jeneporto | Jumiah Dokumen Keteapan Pajek Daerah | (200"

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Makassar jmlja:k::mrﬁzg:ggﬁfrﬁl:Rianr:jz:;;%ﬁiah 12 Laporan 412_067_300,'33 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Makassar jﬂm:ja:k::mﬂ?z;ﬂzfjﬁzmﬂﬁg %jtuetl‘ah 12 Laporan 419151, 600,'33
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" I . Jumlah dokumen yang telah dilakukan o o Jumlah dokumen yang telah dilakukan
Ezzﬂ::an dan Verifikas| Data Pelaporan Pajak Makassar penelitian dan verifikasi data pelaporan 12 Dokumen 125,605,900, FSE g:ﬁ'gﬁ;’;g‘" Vertfikasi Data Pelaporan Makassar penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak 12 Dokumen 438.110.200, FSE
pajak daerah R ) daerah o
N Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang . Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Waio menmiliki piutang Pajak (Makassar | Selatan) 4 Dokumen SSPD Wajo memiliki piutang Pajak (Makassar | Selatan) 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Selayar memilik piutang Pajak (Makassar Il Utara) | 4 DOkumen SSPD Selayar memiiki piutang Pajak (Makassar Il Utara) 4 Dokumen SSPD
- Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang - Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Sinjai menmiliki piutang Pajak (Pare-pare) 4 Dokumen SSPD Sinjai memiliki piutang Pajak (Pare-pare) 4 Dokumen SSPD
Makassar Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD Makassar Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD
memiliki piutang Pajak (Palopo) menmiliki piutang Pajak (Palopo)
Makassar Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD Makassar Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD
memiliki piutang Pajak (Bone) menmiliki piutang Pajak (Bone)
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Pare-pare | el piutang Pajak (Wajo) 4 Dokumen SSPD Parepare | el piutang Pajak (Waijo) 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Bone menmiliki piutang Pajak (Bantaeng) 4 Dokumen SSPD Bone memiliki piutang Pajak (Bantaeng) 4 Dokumen SSPD
Bantaen Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD Bantaen Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD
9 memiliki piutang Pajak (Gowa) 9 menmiliki piutang Pajak (Gowa)
Gowa Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD Gowa Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD
memiliki piutang Pajak (Pinrang) R menmiliki piutang Pajak (Pinrang) R
. " P i " P
Penagihan Pajak Daerah - 757.341.300,00 Penagihan Pajak Daerah - 272.899.800,00
Pinrang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD Pinrang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang 4 Dokumen SSPD
memiliki piutang Pajak (Maros) menmiliki piutang Pajak (Maros)
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Maros menmiliki piutang Pajak (Pangkep) 4 Dokumen SSPD Maros memiliki piutang Pajak (Pangkep) 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Palopo memiliki piutang Pajak (Sidrap) 4 Dokumen SSPD Palopo memiliki piutang Pajak (Sidrap) 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Pangkep memiliki piutang Pajak (Tana Toraja) 4 Dokumen SSPD Pangkep menmiliki piutang Pajak (Tana Toraja) 4 Dokumen SSPD
" Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang " Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Sidrap memiliki piutang Pajak (Luwu Timur) 4 Dokumen SSPD Sidrap menmiliki piutang Pajak (Luwu Timur) 4 Dokumen SSPD
Tana Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Tana Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Toraja memiliki piutang Pajak (Soppeng) 4 Dokumen SSPD Toraja menmiliki piutang Pajak (Soppeng) 4 Dokumen SSPD
Luwu Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Luwu Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Timur memiliki piutang Pajak (Bulukumba) 4 Dokumen SSPD Timur menmiliki piutang Pajak (Bulukumba) 4 Dokumen SSPD
Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada
Soppeng UPT Pendapatan Wilayah Barru (Unit) 4 Dokumen SSPD Soppeng UPT Pendapatan Wilayah Barru (Unit) 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang
Bulukumba memiliki piutang Pajak (Luw) 4 Dokumen SSPD Bulukumba memilki pittang Pajak (Luvtt) 4 Dokumen SSPD
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retribusi daerah

retribusi daerah

Luwy Utara i:‘e";"ﬁl"kfﬁt:‘a’gz’;:;‘:‘-zg‘m)wp yang 4 Dokumen SSPD b‘g’r‘; i:‘m?k?m‘g;";a“igig(ish{;{;)wp yang 4 Dokumen SSPD

barru fr:‘e"r‘r']ﬁ:‘kf’;t:‘a’gg’;:gﬁgg‘;‘ga"f yang 4 Dokumen SSPD barru *‘gﬁ:‘k‘D;m‘ang"szgg‘gga\xp yang 4 Dokumen SSPD

Luwu fr:‘e”r‘r']ﬁl"k?;t:‘a’"ng’;::ﬁg‘glya 33 VrV)P yang 4 Dokumen SSPD Luwy :':‘e""r']ﬁ:‘kl[’;':’:‘a’“n;";a‘::ig(g‘;‘é mp yang 4 Dokumen SSPD

S| Ot | s S| Jmocneemeloms | oo

[ob | Lo bouremme o | umensro e | JmmOdueetamolf o0 | oomen 90

Enrekang ‘rjrll]er?rllﬁ:]kln Jtramng';::ﬁmgg:o{ang 4 Dokumen SSPD Enrekang #;:;?HD;SJ:"Z"P:::%E&XY;)W"g 4 Dokumen SSPD

Jeneponto ‘rjrll]er?rllﬁ:]kln ;;mjamng’;:’;ej:?g(g:lgawn:)yang 4 Dokumen SSPD Jeneponto #j;:lﬁ?HD;mjang"P:::%g‘:ﬁawn;ya"g 4 Dokumen SSPD
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Makassar %:;Fr:::ﬂ:rﬁﬂ?en keberatan yang telah gedrzgﬂjnue:n/s;erizlakan 760.615.1 OOES Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Makassar j;{mggk?z:jmen keberatan yang telah g:rgelftjlmj?n?;:\falakan 54.46 4_20033
Pajek oy e Makassar ii?;tfi”;’n'i"aﬂisﬂa”eﬂghe"“"a" o 2 Laporan 246101750000 EZﬂEﬁQ‘lﬂ"ﬁ"ﬁ?fSﬁ?ﬁﬁ o Makassar iiTéihwst"n'i"ajhaisﬂa'iﬂ?f""a"a" . 2 Laporan 1174360000
Pem_bina_an dan Pengawasan Pengelolaan Makassar j;;‘e"r:?:vl:gg:la;e?lagillgzamnbg‘aajg: gggrah dan 12 laporan Rp Perqbinqan dan Pengawasan Pengelolaan Makassar j:emnila:nggg:‘a:e?:]a;ei:g::\: ?:aaj:{(\ g::rah dan 12 laporan Rp
Retribusi Dagrah 13.129.376.678,00 Retribusi Daerah 24.198.000,00
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat karena semua kegiatan yang
dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
khususnya di Provinsi sulawesi Selatan. Adapun usulan program dan kegiatan
masyarakat tersebut diproleh dari Musrembang dimana semua usulan-usulan tersebut
perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala priorotas mana yang lebih dulu harus
dilakukan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Namun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi
perangkat Daerah yang hanya menunjang tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, yang tidak terlibat secara langsung dalam tugas-tugasnya dan
kegiatannya yang dijalankannya dengan masyarakat, tetapi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan hanya menjalankan kegiatannya agar masyarakat sadar akan
kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Bapenda tahun 2024 tidak terdapat usulan
program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat

dilihat dari tabel berikut :

Tabel T-C. 32
Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
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BAB IlI

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
terutama pada pasar 27 ayat 2 yaitu Rancangan Renja- SKPD disusun dengan
mengacu pada rancangan Akhir RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegaiatn periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, telah menjadi acuan utama bagi
satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunnya.

Kemudian pasal 23 ayat 4 pada peraturan ini juga mempertegas hal tersebut,
yaitu bahwa RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait
dengan program dan kegiatan dibidang pendapatan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai
organisasi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan
pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas
desentralisasi.

Selain itu visi Presiden dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 adalah “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Berdasarkan visi tersebut ditemukan keterkaitan dengan Renstra Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan

sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah pusat.
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Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Provinsi

Sulawesi Selatan juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga menjadi tujuan dari rencana kerja Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Bapenda
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam hal
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan
daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian
dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi harus mampu bekerja untuk
meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui inovasi-inovasi dan
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Bapenda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik
dan terukur dalam waktu 3 (tiga) tahun yang akan dialokasikan secara tahunan
melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
tahunn 2024-2026 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
maka Bapenda menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan
yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
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2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak;

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Tabel dibawah ini menunjukkan Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi

Sulawesi Selatan beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024
Target
No | Tujuan BAPENDA Tahun2024-2026 | S2s2ran BAPENDATahun2024- |\ vuotor Tujuan / sasaran
2026
2024
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kontribusi PAD Tingkat Kemandirian fiskal 59 54
Terhadap Pendapatan Daerah daerah (%) '
a. Meningkatnya Pendapatan Daerah FEMEEER #RD e 12,00
Tahun
. Tingkat Kepuasan
b. Meningkatnya _Kepuasan Masyar_akat Masyarakat Terhadap 90
Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak .
Pelayanan Pajak
Meningkatkan Akuntabilitas Badan - (81-90)
2 Pendapatan Daerah MNP Ezpames Kategori A
Persentase ASN Nilai SKP o
a Kategori Baik 100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Nilai Rata-rata Capaian
b. Perencanaan dan Pengelolaan o 100
Kinerja Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah
a Perseptase Temuan 0,05
Material

3.3 Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan
Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka program dan kegaitan
dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Program/kegiatan untuk perencanaan

strategis dan program/kegiatan untuk operasional. Program/kegiatan baik strategis
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maupun operasional merupakan tanggungjawab Perangkat daerah dalam mencapai

Visi dan Misi Kepala Daerah.
Adapun program yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu :
1. Program Operasional yang terdiri dari :
* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
»= Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Strategis yang terdiri dari :

= Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Renca Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2004 memiliki 2 (dua) Program operasional, dan 1 (satu) program strategis
dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp 198.216.417.956,00.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang mendukungnya. Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud
harus spesifik dan jelas untuk menghindai terjadinya mis-interprestasi, fleksibel

terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seperti telah dijelaskan dibab sebelumnya, bahwa RKPD tahun 2024 Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 3 (tiga
program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan
pagu indikatif sebesar Rp 198.216.417.956,00.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini menajdi instrument penting dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Selanjutnya, untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan yang dicapai adalah sebauh keberhasilan atau kegagalan, maka
diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang
menggambarkan tolak ukur kinerja atau target yang diinginkan untuk masing-masing
program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebiajakn, merencanakan anggaran,
memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau
perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian
dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni
jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator
kinerja dan pendanaan indikatif untuk anggaran tahun 2024, yang dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :
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Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Badan Pendapatann Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah i Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ndikator Kineria P Keaiatan] Targlz.t Capaian Penting Targlzlt Capaian Kebutuhan DanalP
ndikator Kinerja Program/Kegiatan inerja " M inerja ebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ Lt GRE R E T S PR Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
KEUANGAN
Rp Rp
D A D 198.216.417.956,00 210.029.928.157,00
Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah 98 % 100 %
Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Rp Rp
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ACIELT % PR 194.305.193.806.00 | APBD T 189.163.326.476,00
Persentase Temuan LHP Yang Selesai 0 o
Ditindaklanjuti o0 ot
BelsncanaaniengangaaranidaniEaluas] .F"l;:llgl:\ Doakrl;:lzg: Er:a':ﬁ::ia;?ﬁer'a Perangkat 12 Dokumen Makassar Rp APBD 11 Dokumen p
Kinerja Perangkat Daerah Daefah 99 L 9 493.749.900,00 932.178.300,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Rp Rp
Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 Dokumen Makassar 143340 800,00 2 Dokumen 225.999.500,00
- Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Rp p
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Makassar 119.961.000,00 1 Dokumen 214.609.300,00
- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
gﬁgmg dan Penyusunan Dokumen Perubahian laporan hasil koordinasi penyusunan dokumeb 1 dokumen Makassar 21.840.900 ROS 1 dokumen 137.134.400 Eg
perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (dokumen) RS I
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REN 2024

RJA (RENJA) T

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ) o ) Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Rp Rp
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Makassar 43.210.900,00 1Dokumen 144.015.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan ijau rgllg: ?::if?::r;s;l;pagnuzzs\iﬁigu(rjr?:n 1 Dokumen Makassar Rp 1 Dokumen Ro
DPASKPD P peny 109.846.500,00 114.719.800,00
perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil 1 Laporan Makassar Rp 1 Laporan Rp
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja po 28.199.900,00 s 53.599.900,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
e ! Rp Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah 4 Laporan Makassar 27.349.900,00 4 Laporan 42.100.000,00
. i 0 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Rp Rp
A
Retanokataeral Perangkat Dacrah j2lcnn LERESE 156.109.920687,00 | APED Rlleper 160.862.062.684,00
) " ] Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Rp Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN 484 orang/bulan Makassar 155.719.622.587 00 484 orang/bulan 484 orang/bulan 159.976.959.884,00
) - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Rp Rp
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen Makassar 11.130.000,00 12 Dokumen 12 Dokumen 36.840.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Rp Rp
PenguijianVerifikasi Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen Makassar 137.740.500,00 12 Dokumen 12 Dokumen 400.646.700,00
A " Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Rp Rp
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pelaksanaan akuntasi SKPD 12 Dokumen Makassar 37.296.000,00 12 Dokumen 12 Dokumen 91.386.000,00
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan
Koordinasi dan Pentyusunan Laporan Keuangan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan 1 Laporan Makassar Rp 1 Laporan 1 Laporan Rp
Akhir Tahun SKPD K ) 3.372.000,00 31.668.000,00
euangan akhir tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Rp Rp
Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen Makassar 99.848.300,00 | '2Dokumen 12 Dokumen 178.333.800,00
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2024

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah i Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ) o ) Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 B 6 7 8 9 10 11
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Rp Rp
BulananTriwulananSemesteran SKPD penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ 12 Laporan Makassar 97.815.800,00 12 Laporan 12 Laporan 142.962.400,00
semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Rp Rp
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Makassar 3.095.500,00 1 Dokumen 1 Dokumen 3.265.900,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Rp Rp
Perangkat Daerah Daerah pada BAPENDA f2lecian ata= 187.386.70000 | APEP iplepar 347.258.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp Rp
Daerah SKPD SKPD 2Dokumen Makassar 12.614.800,00 | 2Dokumen 2 Dokumen 12.719.400,00
- Jumlah Dokumen pengamanan barang milik Rp Rp
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD daerah SKPD 1 Dokumen Makassar 101.094.600,00 1 Dokumen 1 Dokumen 152.999.800,00
- - . Jumlah laporan hasil penilaian barang milik
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah " S - Rp Rp
SKPD daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik 1 Laporan Makassar 6.000.000,00 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00
daerah SKPD
. . Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan,
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian ) L Rp Rp
Barang Miik Daerah pada SKPD gs:(r;’gengendallan barang milik daerah pada 25 Laporan Makassar 5.024.000,00 25 Laporan 25 Laporan 5.052.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan Rp Rp
Milik Daerah pada SKPD laporan barang milik daerah pada SKPD 4laporan Makassar 5243320000 | *'aporan 4 laporan 159.986.800,00
- Jumlah laporan Penatausahaan barang milik Rp Rp
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD daerah pada SKPD 4 laporan Makassar 5.800.000,00 4 laporan 4 laporan 6.000.000,00
N Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Rp Rp
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD 2 Dokumen Makassar 4.420100,00 2 Dokumen 2 Dokumen 4500.000,00
- e Jumlah Laporan Administrasi
A F Daerah K P . Rp Rp
F D K
Perangkat Daerah S g j2Leoan R 680.042.20000 | APBD f2oran 785.364.200,00
. - Jumlah dokumen hasil analisis serta
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah L " Rp Rp
serta Penyusunan Kebiakan Retribusi Daerah f;ﬂgir;;k;aargzz retribusi daerah dan kebijakan 12 Dokumen Makassar 88.399.200,00 12 Dokumen 12 Dokumen 302.442.900,00
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan . o . Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah laporan hasil penyuluhan dan Rp Rp
Retribusi Daerah penyebarluasan kebiakan retribusi daerah 1Laporan Makassar 7775330000 | ! Leporan 1 Laporan 117.826.700,00
_— Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, Rp Rp
Pengolahan Data Retribusi Daerah dan pelaporan data retribusi daerah 12 Laporan Makassar 514.789.700,00 12 Laporan 12 Laporan 365.004.600,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Jumlah Dokumen Kepegawaian 100 % Makassar 1.096.230. SOOROE APBD 100 % 1.131.967 400%3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana . Rp . . Rp
Pegawai disiplin pegawai 11 Unit Makassar 27520680000 | 1 Unit 11 Unit 241.956.200,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut Rp
Kelengkapannya kelengkapannya 484 Paket Makassar R 484 Paket 484 Paket 102.410.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Rp Rp
Kepegawaian administrasi kepegawaian 12 Dokumen Makassar 08.419.80000 | '2Dokumen 12 Dokumen 207.728.200,00
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumiah dokumen monitoring, evaluasi, dan 12 Dokumen Makassar Rp 12 Dokumen 12 Dokumen Ro
9 a Feg penilaian kinerja pegawai 296.758.200,00 244.978.000,00
Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindah tugaskan 20 Orang Makassar Rp 20 Orang 20 Orang 6.000.000 %g
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Rp Rp
Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 50 orang Makassar 6.500000,00 | 20029 50 orang 120.547.000,00
o Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rp Rp
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan peraturan perundang-undangan 50 orang Makassar 3.000.000,00 50 orang 50 orang 6.400.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Rp Rp
PerundangUndangan implementasi peraturan perundang-undangan 150 Orang Makassar 416.346.000,00 150 orang 150 orang 201.948.000,00
- " Persentase Pemenuhan Administrasi Umum o Rp o Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor 100 % Makassar 5.390.994.000,00 APBD 100 % 4.365.430.850,00
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan . o . Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Rp Rp
Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang disediakan 100 Paket Makassar 102.326.500,00 100 Paket 100 Paket 107.712.000,00
. jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor Rp Rp
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 10 Paket Makassar 22.350.000,00 10 Paket 10 Paket 55.000.000,00
. - Jumlah paket bahan logistik kantor yang Rp Rp
Penyediaan Bahan Logistik Kantor disediakan 50 Paket Makassar 1.297575.000,00 50 Paket 50 Paket 336.424.000,00
. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Rp Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 20 Paket Makassar 3.000,000.000,00 20 Paket 20 Paket 2.682.500.000,00
TR AT Rp Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Laporan Makassar 497 526.000,00 12 Laporan 12 Laporan 376.101550,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi Rp Rp
SKPD dan konsultasi SKPD 12 Laporan Makassar 402.18000000 | L3O 12 Laporan 575.503.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis 12 Dokumen Makassar Rp 12 Dokumen 12 Dokumen Rp
pada SKPD 3.648.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem Rp Rp
Berbasis Elektronik pada SKPD pemerintahan berbasis elekironik pada SKPD 12 Dokumen Makassar 69.036.500,00 | '2Dokumen 12 Dokumen 228.542.300,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Cakupan Jumlah Pengadaan Barang Milik o Rp o Rp
Urusan Pemerintah Daerah Daerah % L LR 5.661.281.00000 | APBP % 4.288.522.186,00
’ o Rp Rp
Pengadaan Mebel jumlah paket mebel yang disediakan 10 paket Makassar 329.271.000,00 10 paket 10 paket 221.220.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumiah peralatan dan mesin lainnya yang 400 Unit Makassar Rp 400 Unit 400 Unit Ro
9 ¥ disediakan 2.156.528.000,00 2.287.802.186,00
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah T — Catatan T —
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Rrastaneian Pentin Slastbanaian
& g g Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan € Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan 1 Unit Makassar Rp 1 Unit 1 Unit 50.000.000 %8
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya . Rp . . Rp
Lainnya yang disediakan 11 unit Makassar 340.370.000,00 11 uni 1 unit 1.297.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor Rp . . Rp
atau Bangunan Lainnya atau bangunan lainnya yang disediakan 4 unit Makassar 2.835.412.00000 | 4unt 4 unit 212.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung . . . Rp
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ggdur)g kantor atau bangunan lainnya yang 10 unit Makassar Rp 10 unit 10 unit 220.000.000,00
disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Rp Rp
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah BlETEn akassay 16.634.947.113,00 | APBD BEEED 10.121.181.224,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan Makassar 110.240.000 Eg 12 laporan 12 laporan 211.990.000 Eg
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Rp Rp
dan Listrik sumber daya air dan listrk yang disediakan 4 Laporan Makassar 8.985.793.141,00 | *Laporan 4 Laporan 6.718.524.376,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan Rp Rp
Kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 laporan Makassar 2.943.126.540,00 12/1aporan 12 laporan 96.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah laporan penyediaan jasa pelayanan 4 laporan Makassar Ro 4 laporan 4 laporan Ro

Y Y umum kantor yang disediakan P 4.595.787.432,00 P P 3.094.666.848,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang i o 0 Rp n Rp
e Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1099 Unit Makassar 8.049.741.406,00 APBD 1099 Unit 6.320.361.632,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau R R
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan 155 Unit Makassar 701.270.000 08 155 Unit 155 Unit 1.114.030.000, 08

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

dibayarkan pajaknya
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ) o ) Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Rp Rp
Ptlemellharaanv Pajak dan Perizinan Kendaraan Iapangalnlyang dipelihara dan dibayarkan pajak 155 Unit Makassar 599.573.950,00 155 Unit 155 Unit 654.840.000,00
Dinas Operasional atau Lapangan dan perizinannya

N _— . Rp . . Rp
Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 165 Unit Makassar 55.500.000,00 165 Unit 165 Unit 495.085.720,00

. . i . . Rp . . Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara 592 Unit Makassar 492.630.000,00 592 Unit 592 Unit 55.500.000,00

) ) ; - ] Rp . ] Rp
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara 6 Unit Makassar 346.800.000,00 6 Unit 6 Unit 422.370.000,00
PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya . Rp . . Rp
Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 26 Unit Makassar 5.853.967.456,00 | 20 Unit 26 Unit 3587.535.912,00

Persentase keterpenuhan dokumen
gﬁggﬁ:M RENCELOCARIIKEURNGAN perencanaan, penganggaran, dan pelaporan 100 % Makassar 686.466 600%5 APBD 100 % 969.376 000%5
kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD Bty S

N Cakupan laporan hasil koordinasi penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana 0 o Rp 0 Rp
Anggaran Daerah ;ear:;::a anggaran daerah bidang pendapatan 100% Makassar 413.707.100,00 APBD 100% 575.258.800,00

o ) " Rp Rp
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 1 dokumen Makassar 9.932.200,00 1 dokumen 1 dokumen $1.244.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan Rp Rp
Perubahan PPAS PPAS yang disusun 1 dokumen Makassar 12.664.800,00 | ! dokumen 1 dokumen 78.664.200,00

- - A Rp Rp
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Makassar 9.176.800,00 1 dokumen 1 dokumen 22.135.700,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan A Rp Rp
RKASKPD dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Makassar 10.283.700,00 1 dokumen 1 dokumen 24.788.900,00

- e A Rp Rp
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Makassar 7.896.400,00 1 dokumen 1 dokumen 27.429.900,00
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ) o ) Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan A Rp Rp
DPASKPD dokumen perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi 1 dokumen Makassar 9.126.000,00 1 dokumen 1 dokumen 24.720.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah jumlah peraturan daerah tentang APBD dan Rp Rp
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah peraturan kepala daerah tentang penjabaran 1 Dokumen Makassar 64.706.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 66.073.500,00
tentang Penjabaran APBD perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah jumlah peraruran daerah tentang penjabaran R R
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala perubahan APBD dan peraturan kepala daerah 1 Dokumen Makassar 78.029.500 08 2 produk hukum 2 produk hukum 38.395.100 Og
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang penjabaran perubahan APBD e AR
L Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan Rp Rp
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan anggaran pendapatan 1 dokumen Makassar 211.891.700,00 1 laporan 1 laporan 211.805.900,00
Koordinasi dan Pelak Ak i dan k hasil koordinasi dan pelaporan 0 Rp 0 Rp
Pelaporan Keuangan Daerah bidang pendapatan dengan bidang terkait 0= ressen 272.759.500,00 ARED s 394.117.200,00
- jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan jum . Rp Rp
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah laporan keyangan pemerintah daerah yang 12 laporan Makassar 221.486.000,00 12 laporan 12 laporan 338.386.100,00
terkondsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan jumlah rancangan peraturan daerah tentang
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan oertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi R R
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 12 Laporan Makassar P 12 Laporan 12 Laporan P
) h ; ) 51.273.500,00 55.731.100,00
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
Pelaksanaan APBD Provinsi APBD provinsi
RROGRAMBENCESORCSNEERDAZA LN Persentasi Peningkatan PAD 5% Surwesl Ro | apBD 5% i
DAERAH 9 ° Selatan 3.224.757.550,00 ’ 19.897.225.681,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah PuL i apanicene claanlpenatatan 12 Laporan :L?:w:sli Re APBD 12 Laporan Re
daerah Selatan 3.224.757.550,00 19.897.225.681,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak 4 Dokumen Makassar Rp 4 Dokumen 4 Dokumen Rp
daerah 666.682.300,00 757.418.200,00
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan . o . Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Jumlah Laporan Pengembangan pajak daerah Rp Rp
Penyusunan Kebijakan Pjak Daerah dan kebijakan pajak daerah 4 Dokumen Makassar 80.520000,00 | *Dokumen 4 Dokumen 170.355.900,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Rp Rp
Daerah penyebarluasan kebijakan pajak daerah 4 Laporan Makassar 66.932.100,00 | *Laporan 4 Laporan 90.833.900,00

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Makassar 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Makassar | Selatan ) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Enrekan 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Enrekang) prasarana 9 prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Jeneponto 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Jeneponto) prasarana P prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Luwu Utara 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Luwu Utara) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Toraia Utara 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Toraja Utara) prasarana ) prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Selavar 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Selayar) prasarana Y prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Takalar 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Takalar) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Sinjai 20 sarana dan 20 sarana dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan daerah (Sinjai) prasarana Rp | Prasarana prasarana Rp
Pajak Daerah Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak | 20 sarana dan Luwu 569.532.850.00 | 50 sarana dan 20 sarana dan 867.120.400,00

daerah (Luwu) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan barry 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Barru) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Bulukumba 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Bulukumba) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Tana Toraia 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Tana Toraja) prasarana ) prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Luwu Timur 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Luwu Timur) prasarana prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Soppen 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Soppeng) prasarana ppeng prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Sidra 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Sidrap) prasarana P prasarana prasarana

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Wajo 20 sarana dan 20 sarana dan

daerah (Wajo)

prasarana

prasarana

prasarana
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan ) o ) Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11

Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Bantaen 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Bantaeng) prasarana 9 prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Gowa 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Gowa) prasarana prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Pinran 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Pinrang) prasarana 9 prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Pangke 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Pangkep) prasarana gkep prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Bone 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Bone) prasarana prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Palono 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Palopo) prasarana P prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Pare-pare 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Pare-pare) prasarana P prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan

" ; 30 sarana dan 30 sarana dan 30 sarana dan
terpelihara pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar
Mal 1l Utara (Unit) prasarana prasarana prasarana
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan pajak 20 sarana dan Maros 20 sarana dan 20 sarana dan
daerah (Maros) prasarana prasarana prasarana
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Wajo 12 Laporan 12 Laporan
wajib pajak daerah (Wajo)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Selayar 12 Laporan 12 Laporan
wajib pajak daerah (Selayar)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Sinjai 12 Laporan 12 Laporan
waijib pajak daerah (Takalar)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Makassar 12 Laporan 12 Laporan

. . waijib pajak daerah (Mak | Selatan) Rp Rp
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan 204.355.600,00 361.960.400,00

pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Makassar 12 Laporan 12 Laporan
waijib pajak daerah (Mak Il Utara)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Pare-pare 12 Laporan 12 Laporan
waijib pajak daerah (Pare-pare)
Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan 12 Laporan Bone 12 Laporan 12 Laporan
wajib pajak daerah (Bone)
Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak 12 Laporan Bantaeng 12 Laporan 12 Laporan
daerah (Bantaeng)
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/
Subkegiatan

Target Capaian
Kinerja
Program/Kegiatan/
Subkegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan

Penting Target Capaian

Kinerja
Program/Kegiatan/
Subkegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

2

9 10

Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan
waijib pajak daerah (Gowa)

12 Laporan

Gowa

Jumlah Jumlah laporan hasil pendataan dan
pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan
wajib pajak daerah (Pinrang)

12 Laporan

Pinrang

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Maros)

12 Laporan

Maros

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Palopo)

12 Laporan

Palopo

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Pangkep)

12 Laporan

Pangkep

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Sidrap)

12 Laporan

Sidrap

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (tana Toraja)

12 Laporan

Tana Toraja

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Luwu Timur)

12 Laporan

Luwu Timur

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Soppeng)

12 Laporan

Soppeng

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Bulukumba)

12 Laporan

Bulukumba

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Luwu Utara)

12 Laporan

Luwu Utara

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerahh (barru)

12 Laporan

barru

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Luwu)

12 Laporan

Luwu

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Sinjai)

12 Laporan

Sinjai

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Toraja Utara)

12 Laporan

Toraja Utara

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Enrekang)

12 Laporan

Enrekang

Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak
daerah (Jeneponto)

12 Laporan

Jeneponto

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan
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2024

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan ProgramiKeglatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Targ;itn(;:jgalan L . T Penting Targ;itn(::jzalan Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ okas| Kebutuhan Dana/Pagu Indlkattf Sumber Dana Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Wajo ggg;;mnen :étgg:;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Selayar lggg;;mnen gtgfal;imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Sinjai ggg;:mnen gtgfal;;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Makassar ztlzg;mnen &itgfal;imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Makassar ggg;mnen gtg;kp\;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Pare-pare ggg;;mnen :(itgfal:)imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Bone ggg;;mnen :étgg;)imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Bantaeng gg;lg;mnen gtg;kpimnen
Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Gowa 68.392. 40058 gg;lg;mnen gtg;kp\;mnen 138.1 17_90038
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Pinrang ;Iétl;g;;mnen :étlfa)g;;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Maros ;Iétl;g;;mnen :étlfa)g;;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Palopo :égg;imnen gtgfal;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Pangkep ;Iég;lg;mnen ggg;imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Sidrap gt[a)g;imnen ggg:;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Tana Toraja gt[a)g;imnen ggg:;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Luwu Timur ;Iég;lg;mnen ggfag:en
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Soppeng :égg l;L;mnen ggfag:en
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RJA (RENJA) T

2024

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah T — Catatan T —
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan arget Capaian Pentin arget Capaian
& g g Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan € Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Bulukumba gtgggmnen :(ig:)al:;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Luwu Utara ggg;;mnen :étg:)al:;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan barru lggg;;mnen :étgg;imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Luwu lggg;;mnen :étgg;imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Sinjai ztlzg;mnen gtgfal;mnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Toraja Utara ggg;mnen gtg;kpimnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Enrekang ggg;;mnen :étgg;)imnen
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketatapan Jeneponto gtgggmnen :(itgg;imnen
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah laporan permasalahan yang telah 12 Laporan Makassar Rp 12 Laporan 12 Laporan Rp
ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti 419.151.600,00 319.557.900,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Jumlah dokumen yang telah dilakukan peneliian Rp Rp
Daerah dan verifikasi data pelaporan pajak daerah 12 Dokumen Makassar 43811020000 | '2Dokumen 12 Dokumen 100.660.800,00
Jumiah Dokumen tertaginnya WP yang memiliki | 50\ men sspp Wajo 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Makassar | Selatan)
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Makassar Il Utara) 4 Dokumen SSPD Selayar 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki -
piutang Pajak (Pare-pare) 4 Dokumen SSPD Sinjai 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
. ’ Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki Rp Rp
Penagihan Pajak Daerah piutang Pajak (Palopo) 4 Dokumen SSPD Makassar 272.899.800,00 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD 1.140.891.100,00
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Bone) 4 Dokumen SSPD Makassar 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki ’
piutang Pajak (Wajo) 4 Dokumen SSPD Pare-pare 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Bantaeng) 4 Dokumen SSPD Bone 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan . o . Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Gowa) 4 Dokumen SSPD Bantaeng 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Pinrang) 4 Dokumen SSPD Gowa 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki "
piutang Pajak (Maros) 4 Dokumen SSPD Pinrang 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Pangkep) 4 Dokumen SSPD Maros 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumiah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki | 4 5oy men sspp Palopo 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Sidrap)
Jumiah Dokumen tertagihnya WP yang memilii | 5\ on sspp Pangkep 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Tana Toraja)
Jumiah Dokumen tertaginnya WP yang memiliki | 50\ men sspp Sidrap 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Luwu Timur)
Jumiah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki | 5\ on spp Tana Toraja 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Soppeng)
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki N
piutang Pajak (Bulukumba) 4 Dokumen SSPD Luwu Timur 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT
Pendapatan Wilayah Barru (Unit) 4 Dokumen SSPD Soppeng 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jl_JmIah Do_kumen tertagihnya WP yang memilid 4 Dokumen SSPD Bulukumba 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Luwu)
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Sinjai) 4 Dokumen SSPD Luwu Utara 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumiah Dokumen tertagihnya WP yang memiiki | - oy men ssPD barru 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Takalar)
Jumiah Dokumen tertaginnya WP yang memili |4 oy men sspp Luwy 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Selayar)
Jumiah Dokumen tertaginnya WP yang memiliki | 50\ men sspp Sinjai 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Toraja Utara)
Jumiah Dokumen tertagihnya WP yang memilii | 5o\ on spp Toraja Utara 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
piutang Pajak (Luwu Utara)
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah ) Catatan i
dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan . o . Target Capaian Penting Target Capaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kinerja Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SumbaDan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Subkegiatan Program/Kegiatan/ 9 Program/Kegiatan/ Indikatif
Subkegiatan Subkegiatan
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Jeneponto) 4 Dokumen SSPD Enrekang 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki
piutang Pajak (Enrekang) 4 Dokumen SSPD Jeneponto 4 Dokumen SSPD 4 Dokumen SSPD
Penvelesaian Keberatan Paiak Daerah jumlah dokumen keberatan yang telah 5 dokumen surat Makassar Rp 5 dokumen surat 5 dokumen surat Rp
Y ) ditindaklanjuti persetujuan/penolakan 54.464.200,00 persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan 889.145.300,00
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah laporan hasil pengendalian dan Rp Rp
Pajak Daerah pengawasan pajak darah 25 Laporan Makassar 11174360000 | 23 Laporan 25 Laporan 2.500.943.600,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Rp Rp
Retribusi Daerah pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 12 laporan Makassar 24.198.000,00 | '2'aporan 12laporan 12.200.643.981,00
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BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan acuan dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).

Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh
stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan di tahun 2024, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran
program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub
Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

Untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah
merencanakan pelaksanaan 3 (tiga program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh
sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 198.216.417.956,00 (seratus
sembilan puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu
sembilan ratus enam rupiah).

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
yang akan menajdi pedoman bagi Bapenda dalam menyusun Rencana Anggaran (RKA)

tahun 2024.
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5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan
didalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur
yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 yang dalam
pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. RENJA-PD Tahun 2024
ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024;

2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap
program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan wajib menjadikan dokumen RENJA ini sebagai pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian
kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;

3. Untuk mejaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja
program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun kesesuaian antara target dan
realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024;

4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RENJA secara
berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil
pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2024.
Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang,

Sekretariat, dan UPT Pendapatan Lingkup Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk
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menajdi bagan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu
syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan
dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara
efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan
maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi
di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi
masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem
informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses
pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam
perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam
implementasinya, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan;

2. Membentuk aparat profesional yang meliputi sikap yang integritas, disiplin, dan
berkompetensi;

3. Memaksimalkan inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaran pelayanan
publik yang semakin baik.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta

saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan
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misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat mendukung keberhasilan

terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
P Ri)VINQI SULAWESI SELATAN

DR H REZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat :Pembina Tk. 1/ IV.b
Nip: 19820306 200012 1 001
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